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ABSTRAK

Nama : Yefani Fithria UM
Program Studi  : Pasca Sarjana Himu Ekonomi
Judul : Analisis Crowding Out Effect dan Public Choice dalam

Penentuan Anggaran Pendidikan Pemerintah Daerah

Tesis int membahus mengenai indikasi crowding ouf effect yang terjadi dalam penentuan
anggaran dacrah dan public choice yang melibatkan beberapa partal politik besar dalam
penentuan anggaran di daerah. Pelaksanaan desentralisasi yang telah dilakukan sejak
tahun 2001 silam selain memberikan pelimpahan beberapa kewenangan pelayanan
publik kepada Pemda, juga memberikan keleluasaan kepada Pemda untuk mengatur
kebijakan fiskalnya sendiri. Salah satu kewenangan yang juga telah menjadi tanggung
jawab Pemda adalah masalah pendidikan. Dorongan berbagai pihak membuaat
pemerintah lebih serius lagi dalam meningkatkan komitmennya untuk memajukan
pendidikan. Terbatasnya sumber keuangan daergsh membust pemerintah daerah harus
lebih hati — hati dalam membuat prioritas kebijakan dan hel tersebut memunculkan
indikasi bahwa peningkatan anggaran pendidikan akan mengurangl ketersediaan
anggaran untuk sektor yang lain. Sistem demokeast yang dianut negara kita mewakilkan
aspirasi yang dimiliki oleh magyarakat kepada DPR dan DPRD untuk tingkat daevah.
Penelitian ini melakukan analisis pada level kab/keta sebagai sentral pelaksanaan
desentralisasi memalui otonomi daergh dengan observasi sebanyak 337 kab/kota dari
periode 2001-2005, Metode yang digunskan adalah data pancl dengan random effect
vang diolah dengan sofbware Stata 10.0. Hasil estimasi menunjukkan bahwa dalam
model jangka pendek yang digunsikan dalam tesis inl memang teriadi crowding out.
Kondisi kedua adalah bahwa temyata partal yang pro pendidikan adalah Golkar, Partal
Keadilan, Partal Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Hasil selanjutnya jupa menunjukkan bahwa dacrah di Jawa mengalokasikan anggaran
pendidikan lebih banyak dibanding dacrah non Jawa, kemudian daerah yang memiliki
kekayaan alam (migas) juga mepgalokasikan anggaran pendidikan lebih tinggi
disbanding daerah tanpa migas.

Kata Kunel
Crowding Out, Public Choice, Anggaran Pendidikan
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ABSTRACT

Name : Irfani Fithria UM
Study Program  : Pascasarjana [lmu Ekonomi
Title : Analysis Crowding Out Effect and Public Choice in determination of

Education Expenditures of Local Government

The Focus of this study is about crowding out effect and public choice mechanism in
determination of education expenditures of local government. Education spending has
risen significantly over three last decades. Indonesia 2001°s decentralization is rapidly
moving the country from one of the most centralized system in the world to one of the
most decentralized. The country has embarked or a program of fiscal, administrative
and political decentralization at the same time. 1€ has been asserted that [arger education
expendifures have caused local governments to spend less on other types of government
services, Using panel of districts-level data for the period 2001-2003, this study provides
a test of the hypothesis that education spending has erowded out other types of speading
and try to find out which party in Indonesia that have preference in education. The
results indicate thatfor the period studied, there is evidence that increased local
government education expenditures resulted in lower levels of speding on other
categories of Tocal government provided good and services. Only four parties that pro
education are Golkar,Parfai Keadilan Partai Persatuan Pembangunan{(PPP) and Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB). Other results showed that districts located in Java spend
higher education expenditures than out of Java and districts with vatural resource
revenue shareg have higher education expendituces as well,
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Sektor pendidikan Indonesia telah mengalami perbaikan secara besar-besaran
sepanjang tiga dekade terakhir. Sampal saat ini, Indonesia masih harus terus berjuang
untuk mencapal sasaran-sasaran penting dalam sektor pendidikan, teruiama di
kalangar: masyarakat miskin. Adanya transist di bidang demografi dan sosial yang
semakin kompleks secara otomatis tentunya juge akan meningkatkan permintaan
masyarakat akan layanan pendidikan. Walaupun fclabh banyak dilakukan perbaikan
yang dicapai dalam upays untuk meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan,
akan tetapi kinerja sistem pendidikan belum memadai untuk mencapal sasaran-
sararan di sektor pendidikan unfuk saat ini dan di masa depan terutama dalam
menyediakan perlindungan finansial bagi masysraket miskin Indonesia. Dalam
bidang anggaran juga telah terdapat peningkatan yang substansial dalam pengeluaran
publik untuk sektor pendidiken dalam beberapa tahun terakhir, namun secara
keseluruhan pengelnaran sclior pendidikan di Imdonesia dapat dikatakan masih
rendah dan belum merata antar dan di dalam provinsi. Selain itu, hasil dari berbagai
analisis juga menunjukkan adanya bahwa dalam pengelolaan anggaran tersebut

banyak terjadi inciisiensi.

Kebijakan anggarsn merupakan instrumen yang paling penting dalam
penentuan kebijakan fiskal. Qleh karena itu, dalam penyusunan anggaran yang
menjadi pertimbangan utama adalah prioritas. Sebesar apa pun dana yang dimiliki,
tetap saja ada batasnya. Pemerintah seringkali dihadapken pada masalah tarik —
menarik antarg investasi yang dislokasiken untuk pembangunan infrastruktur secara
fisik dan investasi untuk pembangunan manusia yang salah satunya melalui sektor
pendidikan. Di satu sisi, tersedianya infrastruktur yang memadai dapat menunjang

pencapatan pertumbuhan ekonomi, Akan tetapi, di sisi yang lain juga dibotuhken

1 Universitas indonesia
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sumber daya manusia vang berkualitas sebagai tenaga penggerak untuk mencapai
pertumbuhan terscbut. Secara sederhana, untuk mengukur alokasi anggaran untuk
suatu sektor tertentu dapat dipetakan melalui besarmya alokasi pada organisasi
penanggungjawabnya, yaitu masing — masing departemen. Meskipun anggaran
pendidikan mengaismi kenaikan namun jika dibandingkan dengan belanja cicilan dan
bunga utang, subsidi dan belanja lain-lain, tampak ketimpangan yang sangat besar.
Jika dibandingian dengan ciciien dan pokok utang saja, sektor pendidikan memiliki
defigit vang cukup tajam yakni 12,58%. Hal yang sama juga terjadi pada fungsi
keschatan yang mengalami defisit sebesar 19,08%.

Berdasarkan nota keuangan yang disampaikan oleh pemerinitah, APBN.P
2008 mengalami defisit yang semula direncanakan sebesar 2,1% dad PDB turun
menjadi 1,7% dari PDB. Angka defisit tersebut cukup besar bila dibandingkan
dengan tahun — tahun sebelumnya vang banya mencapai hampir 1% dari FDB. Hal ini
menunjukkan balvwa kebutuhan belanga pemerintah semakin besar dibandingkan
dengan penerimaan yang diperoleh, Dari sisi penerimaan, sebagian besar pendapatan
pemerintah didapat dari berbapai macam pajak yang dibebankan kepada rakyat.
Sedangkan penerimaan negara bukan pajak cenderung akan semakin menurun dalam
tahun-tahon mendatang., Hal ini terutama disebabkan karcoa pemasukan dari
privatisasi BUMN akan berkurang setelah sejumlah BUMN telah dilego dan aset sisa
BPPN vang kini dikelola oleh PPA semakin kecil nilainya. Penerimagn Provisi
Sumber Daya Hutan (PSDH) juga akan berkurang seiring dengan menipisnya hutan
di Indonesia. Dalam tabel berikut disajikan bagaimana pemsrintah pusat mengatur
pos anggaran ke beberapa lembaga negara :

Universitas Indonesia
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Tabel 1

5 |

Alokasi Anggaras Beberapa Lembaga, Tabun 2005 - 2008

Analisis Crowding..., Irfani Fithria, FEB Ul, 2009

%a % %a %
k2
thd thd thed hd thd
LPKK LPKK [bels APBN ibeia [APBN-P|bela RAPBN ibela
Lembapa hedan
2005 ) 2006 Imja)| 2067 |mia; 2007 nja; 2608 | aia
]
: pus pus pus pus
pusat
at at af at
Deparlemen Pendidikan
Nasional 23.1174] £40|37.6585,11843: 44.058.418,73| 39.394,8) 7 98 482739 8,55
Deparieman Perighanan 208285 5, TH23022.8(544] 12.640,11 047 25.578,6 5,99 33.675,001 5,95
Departernsen Pekerjaan Umurs | 13,328,590 5,691 19.186.714,36] 24.213,4] 4,80 25.266.9 5,12| 35.644,21 6,31
iKepolisian Negas Rl 11.638,2| 3,27 16446913,74] 26.041 513,97 17.850,0) 3,60: 20.875,513,70
Dieparternen Kesehatan £.508.9 1,80| 12.269,612,79; 17.236,3; 3,41| 15.900,2) 3,221 18.752.8] 3,32
Diepariemen Agema 649731 1,80) 160233228 13.79%.3| 2,731 12.360,2! 2,30 }6.0673) 2,85
Diepariemen Keuangan 362130 1,08 FA67,001,17) S80T7I 1501 B.647.51,75 16.348,2] 1,33
iepartemen Sosial 1.661,9] 0,46 222141650 334711066 295000461 3.680.7:0465
Kementerias Negara Koperasi
& UKM 16,71 6,251 %30,210.2H (A4BR416.729 1.3345|027 1.015610,20
Badan Intelsion Negars 6683 40,019 191240231 10726(0,20L0  366,1;8.20] 1.070,7{ 0,19
EXEEBN 546,01 8,17  837.5(0,14] 1.045.6)0.218 G489/ 0,19 [.1168:16,20
BRR NAD 414,7) G11] 297671227 99938 198 9935241202 700041104
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Kementerian Negara Pbr,

{Perempuan 854 8021 116956,03 165,116,803 150,8/10,03 8960 0,03
Komrisi Nasional Hak Asasi

Manusia 124| 0,60 88100 5871001 53,310,641 56,7/ 0,01

Ssmber: [lala pokok APBN 2007 — 2008, Depariemen Kenangan Rl, diolah

Dari tabel tersebut terlihat bahwa alokasi yang diberikan untuk Departemen
Pendidikan Nasional menempati posisi pertama dengan alokasi yang terus naik dard
tahun 2005 — 2008, Hal ini membuktikan bahwa angparan pendidikan terus menerus
meningkat sepanjang waktu dan diharapkan akan dapat dilanjutkan hingga masa yang
akan datang. Sementara itu, dari tabel di atas terlibat juga bahwa pada Departemen
Keschatan alokasi signifikan juga terfadi pada tahun 2006 dan hanya meningkat 1,4
triliun pada APBN-P 2007, dan meningkat 2.8 triliun pads RAPBN 2008, Hal yang
sama juga terjadi pada departemen agama. Dari data tersebut juga dapat dikatakan
bahwa anggaran yang ditujukan untuk investasi sosial kontras dengan anggaran yang
dialokasikan untuk pembangunan fisik yakni dapat dilihat melalui besamya anggaran
di departemen pekerjaan umum dimana alokasinya juga terus naik secara signifikan,
Institusi lain yang anpparannya naik secara signifikan adalah Kepolisian Ri dan
Departemen Keuangan dan BRR Aceh. Alokast anggsran berdasarkan organisast
tersebut memperlihatikan bagaimana anggaran negara saling diperebutkan, dimana
kenaikan suatis anggaran oi suatu sektor tertentu dapat mengurangi alokasi uniuk
sektor — sekior yang lainnya,

Indonesia telash  memasuki  babak  baru  dalam  penyelenggaraan
pemerintehannya sejak tanggal 1 januari 2001 yaitu sejak mulai diberlakukannys
desentralisasi fiskal secara sereniak baik di Daersh Tingkat 1 maupun di Dacrah
Tingkat T1. Hampir seluruh kewenangan dilimpahkan dari Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Dasrah terkecuali untuk lima bidang yaitu bidang Politik Luar Negeri,
Pertahanan dan Keamanan, Keadilan, Moneter, Fiskal dan Agams'. Selain beberapa

bidang tersebut masih ada beberapa bidang lain yang masih dipepang oleh pemerintah

! Pasal 7 Ul no.22 Tabun 1999 tentang Pemerintahan Dacrab

Universitas indonesia
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pusat vyaitu (I} kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian
pembangunan nasional secars makro, (2) dana perimbangan keuvangan, (3) sistem
administrast negara, (4) lembaga perekonomizn negara, {5} permbinaan dan
pemberdayaan sumber daya manusia, (6) pendayagunaan SDA, (7) teknologi tinggi
yang strategis, (8) konservasi dan (%) standarisasi nasional.

Pelimpahan wewenang fersebut secara otomatis akan menambah tangpung
Jjawab pemerinfah daerah dalam penyelenggarsan pemerintahan menjadi sangat besar,
khususnya dalam hal penyedizan barang publik yang meayangkut kebutuban dasar
masyarakat Jokal salah satunya seperti pendidikan. Dengan dilaksanakannya
desentralisasi pendidikan, pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan yang
lebih luas dalam membangun pendidikan di masing-masing wilayah sejak dalam
penyusunan rencana, penentuan prioritas program serta mobilisasi sumberdaya untuk
merealisasikan rencana kebijakan yang telah dirumuskan. Sejalan dengan hal itu,
otonomi pendidikan telah pula dilaksanakan melalui penerapan system manajemen
berbasis sekolah dan dilakukannya otonomi perguruan tinggi yang memberikan
wewenang lebth luas pada satvan pendidikan untuk mengelola sumberdaya yang
dimiliki termasuk mengalokasikennya sesuai dengan prioritas kebutuhan. Hal ini
dilakukan sebagai perwujudan lanpkah agar sekolsh lebih tanggap terhadap
kebutuhan setempat. Namun demikian, [ndonesia masih menghsdapi tantengan —
tantangen dalam menerapkan reformasi-reformasi vang besar tersebut. Amanat
konstitusi yang menyatskan bahwa kebutuhan anggaran pendidikan yang harus
diglokasikan pemerintah baik pusat maupun dacrah adalah sebesar 20 porsen  dari
APBN dan APBD telah menyebabkan adanya ckspaesi fiskal yang sangat besar
dalam pengeluaran sektor pendidikan. Implementasi amanat tersebut dan tambahan
definisi babwa angka tersebut tidak memasukkan komponen gaji guru terlibat tidak
realistis dan menimbulkan  problema baru. Kondisi tersebut sangat  tidak
memungkinkan jika, baik pemerintah pusat maupun pemda, harus mengalokasikan
20 persen anggarannya untuk pendidikan di luar gaji guru yang dibayarkan. Dengan
demikian maka jika putusan tersebut diberlakukan berarti pemerintah daerabh
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kabupaten/kotz harus mengalokasikan hampir 45 persen darl anggarannya untuk
pendidikan. Demikizn halnys dengan pemerintah pusat, jika gail gum tidak
dimasukkan, maka proporsi anggaran yang harus dilakukan akan menjadi dua kali
lipat dari alokasi semula dan tetap harus menambah alokasi dana untuk meningkatkan
pos anggarannya di fuar belanja pegawai. Oleh karena itu, hal ini menimbulkan
pertatiyass penting temtang bagaimana keterlanjntan dari program tersebut dari sisi
keuangan. Terbatasaya kondisi kesangan keuangan yang dimiliki oleh pemerintah,
membuat para pembuat keputusan harps ekstra hati — hati dalam membuat prioritas
alokasi sumber dana yang dimiliki. Peningkatan anggaran di selah satu bidang dspat
mengurangi porsi anggaran untuk bidang yang lain dan bisa menjadi kontraprodukiif
dengan program ekonomi pemerintah untuk meningkatkan angka perumbuhan
gkonomi. Dalam hal ini akan mengakibatkan terjadinya crowding ouf effect. Untuk
memenuhi aspek keadilan, scharusnya alokasl terbesar diberikan dalam bentuk
pelayanan publik ke masyarakat atau dialokasikan ke sektor yang dapat memberikan
cfek multiplier bagi pertumbuhan ckenomi. Kesulitan-kesulitan tersebut merupakan
pencermingn dad lastangan vang lebih besar yang akan dibadapi oleh sektor
pendidikan Indonesia dalam dasawarsa yang akan datang,

Dana perimbangan yang diberikan oleh pemecrintah pusat juga dirasakan
kurang mersberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuban dacrah. Aleokasi
yang dirasakan masih tidak seimbang antar daemsh seringkali masih menimbuikan
ketimpangan antar dacrah ity gendiri. Ada daerah yang membutuhkan dana lebih
banyak justru mendapatkan bagian yang sangat minim. Padahsi penerimaan dacrab
tersebut sangat sedikit bahkan tidak mampu untuk membiayai pemenuhan kebutuhan
dasar masyarakatnya. Akan tetapi, di sisi fain ada daeesh yang telah kaya justru
mendapat bagian yang besar. Ketimpangan semacam inilah yang harus segera diatasi.
Pemierintab pusat harus lebih adil dalam memberikan bagian dana perimbangan uotuk
masing — masing daerah, Sedangkan dari sisi pemerintah daerah sendici juga barus
lebih berhati — hafi khususnya dalam membuat prioritas angparan, Pemda dianggap
lebih mengerti kebuitvhan dserahnya sehingga pemerintah pusat tidgk lagi ikat
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menentukan alokast snpearan vang harus dilakukan. Pemerintah daerah dituntut
untuk lebih bitaksana dalare mengalokasikan angparannya ke sektor - sektor yang
selain dapat micningkatkan kesciahieraan masyarakatnya juga dapat mendorong
perturnbuhan ekonomi dacrabnya.

1.2 Perumusasn Masalak

Pembarvan sistem pendidikan nasional sebagaimana dinyatakan dalam
Undang Undang Dasar 1945 amandemen ke empat pasal 31, memberikan amanat
kepada pemerintah untuk mengaloksikan anggaran pendidikan sebanyak 20 persen
dari APBN dan APBD. Hal ini memicu munculnys wacana baru seputar bagaimana
pemerintah harus mengatur pembagian alokasi anggaran dengan sember dana yang
terbatas, Sermentara i, di pibak lain masil banyak sektor-sektor esensial lain yang
juga membutuhkan alokasi anggaran yang cukup besar seperti misalnya sektor
keschatan dan perbaikan infrastruktur. Pemenuhan anggacan pendidikan ssbesar 20
persen juga menimbulkan kekhawatiran dipangkasnya alokasi anggaran untuk sektor
- sektor yang lain. Dengan adanya krisis ekonomi global yang melanda sektor
ekonomi hampir di selurub negara di dunia menyebabkan masaleh finansial yang
cukup besar, tgk terkecuali untuk Indonesia. Tentu saja hal ini menambab omitmys
permasalahan anggaran pemerinigh dan terkait dengan bagaimana pemerintah
membiayai pengeluarannya.  Untuk memberikan  stimulus  dalam  memacu
pertumbuhan ekonomi, pemserintah melakukan defisit anggaran yang mencapai angka
1,7 persen. Hal ini dilakukan ustuk mendukung agar pemerinish tetap dapat
memenubi amanat Undang — undang untuk mengalokasikan anggaran pendidikan
sebesar 20 persen duri APBN dan APBD selain itv jugs fetap berusaha untuk
mendorong  berjalannyas sektor ~ sektor yang mempengarubi  kesejahteraan

magyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka permasalshan yang ingin diteliti dalam penelitian ini
adalah :

Universitas Indonesia

Analisis Crowding..., Irfani Fithria, FEB Ul, 2009



1.3

14

. Apaksh teriadi crowding out effect antara anggaran pendidikan terhadap

anggaran di sektor lain?
Bagaimana mekanisme public choice dalam penentuan  pengeluaran
pemerintah i bidang pendidikan dan non pendidikan daerah ?

Tujuan Penelitian

. Untuk mengetahuj apakah benar terjadi crawding ouf effect antara sektor

pendidikan dengan anggaran antuk sckior — sektor yang [ain
Untuk mengetshui mekanisme public choice dalam penenfuan pengeluaran
pemerintah di bidang peadidikan dan non pendidikan daerah

Hipotesis Penelition
Hipotesis yang akan dikemukakan dalam tesis ind akan dibuat berdasarkan

latar belakang dan perumusan masalah yang ada, karena belum ada teori yang secara

pasti mengungkapkan hubungan antar variabel yang dimasukkan dalam: penelitian ini

maka beberapa variabe! akan mempunyai hubungan vang ambigu. Secara lengkap

hipotesis yang dikemukakan adalah sebazal berikut @

Bahwa tanda koefisien dari variabel EDUC { rasio anggaran pendidikan dan
non pendidikan ) dapat bertanda positif atsu negatif dan diharapkan
signifikan,

Jika positif berarf] fidak ada indikast terjadinya crowding out dan sebaliknya
Jika negatif maka ada indikasi crowding ot

Tanda koefisien dari variabel BLC ( dana perimbangan ) dilarapkan bertanda
positif dan signifikan baik dalam mempengarshi pertumbuhan ekonomi
maupun dalam alokasi anggaran pendidikan

Tanda dari koefisien variabel partai — partal masih ambige karena dalam
model ingin diketahui apakah pertal - partai tersebut pro terhadap
pertumbuhan ekonomi dalarm madet Grow#h, Sedangkan dalam model BDUC
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juga masih ambigu karena dalam mode! jupa ingin diketahui apakah partai —
partai tersebut juga pro terhadap pendidikan

- Variabel diemmy yang membedakan antara dacrah kab/kota vang terletak di
Pulau Jawa dan luar Jawa diharapkan memberikan perbedaan yang signifikan
dalam penentuan anggaran peadidikan

- Sedangkan varibel dwmmy yang membedakan antara dzersh migass dan non
migas ( dengan SDA dan non SDA ) dibarapkan jugs memberikan perbedaan
yang signifikan dalam pengalokasian besarnya anggaran

1.8 Pendekatan dan Data

Spesifikast model yang akan digunakan dikembangkan dari bentuk model
penelitian yang telsh ada sebelumnva. Model yang akan digunakan tersebut
dikembangkan dari penelitian sebelumnya vang telah dilskukan oleh Stuart Landon
dan Mellvile McMillan, Vijay Muralidbaran, Mark Parsons (20063,

Di dalam model yang mereka gunakan, varabel yvang akan menjadi variabel
dependennya adalah variabel anggaran provinsi non kesehatan riil per kapita. Akan
tetapt moedel dalam penelitian ini akan dimodifikasi schingga akan ada dua model
yang akan diestimasi. Model pertams akan digunakan untuk melihat ada atau
tideknya indikasi terjadinya crowding owt effect dan variabel dependen yang
digunakan adalah pertumbuhan PDRB rif] sedangkan salah satu variabel independen
yang akan digunakan adalah rasio antara anggaran pendidikan dan non pendidikan,
jika variabel tersebut bermnitai positif dan sisgnifikan meka indikasi adanva crowding
out effecs dapat diabaikan, begitu pula sebaliknva. Jika variabel rasio antara anggaran
pendidikan dan non pendidikan bemilai negatif dan signifkan maka ada indikasi
terjadinya crowding out effect . Sektor utama yang diamati adalah sektor pendidikan
karena anggaran pendidikan lebih relevan untuk penerapan kasus di Indonesia sciring
dengan margknya isu pemenvhan angparan pendidikan sebssar 20 persen

sebagatmana yang dismanatkan oleh Undang ~ undang.
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Linghkup analisis yang akan dilakukan adalah di tingkat kabupaten/kota karena
pelaksanaan otonomi duerah diberlakukan pada level tersebut, Oleh karena iy, data
anggaran yang akan digunakan adalah menggunakan data realisasi anggaran dari
laporan realisasi APBD per kabupaten/kota. Sedangkan sumber data lain yang akan
digunakan adalah beberapa data terbitan BPS untuk data komposisi DPRD tingkat {1
enam partai besar, data tmengenai besarnya toansfer daerah diperoleh dari Departemen
Dalam Negeri melahyi Direktorat BAKD { Bina Administrasi Keuangan Daersh ).
Data yang akan digunakan berbentuk data panel untuk 337 kabupaten/iota dari tahun
2001 hingga 2005. Untuk kabupaten/kota yang mengalami pemekaran, data akan
diagregasikan ke kabupaten/kota induknya.

Pendekatan yang akan dilakukan adalak dengan menggunakan mctode analisis
data panel dengaa menggunakan seffware Stata 10.0.
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1.6

il

Sistematika Penulisan

Bab 1

Bab il

Bab 1

Bab IV

Bab V

Dafiar Pustaks

Pendahuinan

Berisi latar belakang, permasalahan, tujuan serta
pendekatan dan data dar topik yang akan dibshas
Tinjauan Literatar

Memuat tinjauan kepustakaan dan teori yang menjadi
dasar pembahasan topik. Tinjauan tersebut meliputi
studi sebelumnya referensi dan literatur yang digunakan
Investasi Publik Pendidikan dan Peranannya dalum
Pertumbubian Lkonomi di Indonesia

Memaparkan perjalanan singkat dan tantangan yang
dihadapi dunia pendidikan di Indonesia

Memaparkan bagaimana pembuat kebijakan melakukan
prioritas fiskal yang diarahikan untok invesiasi sosial
khususnya pendidikan dibandingkan dengan sektor
sektor yang lain

Metodologi Penelitian dan Analisis

Memberikan penjelasan mengenal metode pendekatan
dan datza yang akan dipunakan dalam penclitian,
Memberikan analisa berdasarkan hasil output dard
mefode pendekatan yang digunakan dan data vang ada
Penutup

Berisi kesimpulan, saron dan rekomendasi serta
keterbatasan studi
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BABII
TINJAUAN LITERATUR

1.1 Landasan Teori
1.1.1 Public Choice Theory : Searching for the Public Goods

Dalam teori public choice, konsep mendasar yang sering digunakan adalah
adalah proses pengambilan keputusan secara kolektif ( collective decision making ).
Fokus bahasan pada teori ini adalah untuk memutuskan jenis barang apa yang harus
disediakan untuk sektor publik termasuk jenis pajak apa yang harus dikenakan.
Kekuatan dari teori tentang public choice tersebut adalah bahwa dalam menjalankan
tugasnya, pemerintah tidak hanya bertindak sebagai agen ekonomi, akan tetapi
pemerintah juga mempunyai peranan lain yang cukup penting yaitu sebagai agen
politik. Asumsi utama yang digunakan dalam teori ini adalah bahwa setiap manusia
adalah makhluk homo economicus vyaitu sebagai individu yang selalu ingin
memaksimalkan keinginan pribadi mereka (self~interest).

Salah satu teori yang terkenal dalam pengambilan keputusan kolektif dalam
penyediaan barang publik adalah Arrow’s Imposiblity Theorem ( 1951 ). Ammow
menyatakan bahwa tidak ada aturan atau undang — undang yang dapat menyatukan
perferensi individu yang berbeda-beda sehingga hal ini akan menjadi penghalang
dalam pengambilan keputusan tentang sektor publik. Menurutmnya ada lima kondisi
yang disebut dengan “ condition of correspondence * yang harus dipenuhi oleh aturan
atau undang — undang yaitu :

1. Collective Rationality

Dalam melakukan rangking atas preferensi ( preference ordering } yang
dihasilkan dari pilihan masyarakat harus memenuhi syarat bahwa rangking yang
dilakukan tersebut merupakan rangking preferensi individu yang dilakukan secara
rasional. Oleh karena itu, sifat — sifat yang harus dipenuhi dalam preference
ordering adalah : 1) connexity yaitu hasil yang diperoleh harus dapat dibandingkan,
2) fransitivify yaitu jika ada tiga pilihan yaitu A,B dan C dan jika A lebih dipilih
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daripada B dan B lebih juga lebih dipilih daripada Cimaka A pasti akan lebih dipilih
daripada .
2. The FPareto Principle

Jika masyarakat menyukai pilihan A daripada B maka pilihan kelektif yang
rantinya dituangkan dalam undang- undang atau peraturan hares merefleksikan
keadaan bahwa pilihan A lebih disukai daripada B,
3. The independence of frrelevant Aliernatives

Kondisi int menggambarkan jika ada beberapa altematif pilihan vang saling
bertentangan, Misaltkan jika suatu pilihan harus diputuskan antara memilih A atau B
maka pilihan untuk memilih salah satu di antaranya tidak boleb dipangarshi oleh
afternatif yang lain misalnya C atau D karena kedua alternatif yang terakhir bukan
merupakan bagian dari pilihan dalam pengambilan keputusan,
4. Nown Dictatorship

Dialam kondisi int tidak boleh ada seseorang yang preferensinya secara
ptomatis akan menjadi piliban masyarakat.
5. Unrestrivied Domain

Kondisi ini menetapkan babwa tidak ada satu individu pun vang dikeluarkan
dari kontribuginya dalam partisipasipya untek ikut seria dalam membuat keputusan

bersama.

Datam kenyatasnnya, temyats untok memenuhi kelima kondisi tersebut tidak
mudsh, I} negara-negara demokrasi salah satu cara pengambilan keputusan bersama
adalal dengan melskukan pengambilan suara terbanvak { maforily voting ). Jika
fumlah pemiiih adalab sebanyak n, maka ager suaty keputusan dapat diterima maka
setidaknya harus memenuhi jumiah susra sebanyak (0/2+1). Dalam prakteknya ada
dua jenis demokrasi yang menggunakan cara pengambilan suars terbanyak yaitu
demokrast langsung ( direct democracy ) dimana pilihan masyarakat ditentukan
tangsung dengan jumliah suara ferbanyak dan yang kedua adalah  demoksasi
perwakilan { representative democracy ) dimana individu tertentu dipilth ( melalui

jumlah suara yang diperoich } untuk meeakili kepentingan masyarakal vang
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memilihnya. Uniuk mengetahui apaksh cara pengambilan suara terbanyak tersebut
memenubi Arrow’s Impossibility Theorem (1T ) maka pergunakan contoh sederhana
sebagai berikut : misalkan ada tiga orang pemilikh A,B dan C dan ada tiga alternatif
pilihan yaitu X,Y dan Z. Anggap bahwa ketiga piliban yang tersedia sdaleh untuk
memilih kebijakan tertentu dengan X = high budget, Y = medium budget dan 7. =
low Budger. Tiap orang mempunyai preferensi untuk melalcukan rangking { angka 1 =
paling dipilih } dalam memiith keliganya yang ditunjukkan dengan tabel berikut :

Pilihan | Pilihan 2 Pilihan 3
A x Y Z
B Y Z X
C zZ X Y

Untuk snengetahui  altematif mana vang paling dipilih maka lakukan
perbandingan secara berpasanpan dari alternatif yang tersedia vaitu
l. Bandingkan alternatif X dan Y, Karena individu A dan C lebih memilih
alternatif X daripada Y maka alternatif X akan lebih dipilih daripada Y ( dua
individu memilih dan hanya satu yang bertentangan ).
2. Sekarang bandingkan alternatif X dan Z. individu B dan C lebih memilih Z
daripada X oleh karena itu maka Z akan lebih dipilih daripada X,

Dengan demildan alternatif yang akan dipilih secara keselurnhan sdalah Z.
Akan tetapi, jika siternatif Z dibandingkan dengan Y maka ¥ akan lebih dipilih
daripada Z karcna individu A dan B lebih memilih Y daripada Z. Oleh karena itu,
hasil yang diperoleh dari proses tersebut bersifat infransitive dan dapat disimpulkan
bahwa keputusan mayoritas tidak memenuhi semua Arrow’s IT dan keadaan tersebut
dikenal dengan nama Arrow Foifng Paradox dan hal inilah yang menjadi kelemahan
dari teori lersebut.

Untuk mengatasi  kelemaban tersebut, ftelab banyak yang mencoba
menformulasikan kembali teori tersebut. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh
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Duncan Bilack yang mencoba membuat batasan bahwa preferensi individu mengikuti
pola tertentu yang berbentuk single peaked sehingga nantinya akan memberikan hasil
yang transitive . Lintuk mengetahui formulasi tersebut gunakan contoh yang sama
dengan contoh yang digunakan sebelumnya dengen perubshan pilihan yang tampak
seperti pada tabel berikut :

Pilihan | Pilihan 2 Pilihan 3
A X Y £
B Y Z X
C Z Y X

Dengan meiakukan perbandingan yang sama dengan sebelumnya maka
individu A dan B akan {ebih memilth Y daripada Z, individu B dan C akan memilih Z
daripada X dan dengan demikian maka Y>Z ; 2>X ; ¥>X. Dalam kasus ini individu
C merupakan median voter yaitu individu tersebut memilib alternatif di antaranya (
median alternative §. Dari hasil tersebut tampak bazhwa preferensi darl median voter
tersebut menentukan hasil dart proses majerily voting vang dilalukan, Jika hasil
terschut kita gambarkan dalam sebuah diagram akan tampak bahwa preferensi masing
-- masing individu sebagai voter memiliki pola tertentu yaity berbentuk single peaked
seperti pada gambar schagai berikut
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Gambar 2.1
Diagram Preferensi Single Peaked

Rangking
Individu C
3
Individu B
2
s
1 Individu A
X Y Z Pilihan

Bentuk preferensi single peaked tersebut jugs dapat digambarkan dalam
bentuk fungsi willry individu seperti pada gambar berikut

Gambar 2.2
Fungsi Utility Single Peaked

utility

U
Ua :

2,

) : ’ O ‘ (): s > ) outcome
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D3ari gambar tersebut dapat dilihat bahwa pilihan dari median vefer akan
menang. Jika shernatif Oy digjukan maka individu A dan B akan lebih memilih O
daripada O ( dalam hal int O3 lebih besar dibandingkan dengan O; ). Scbaliknya jika
alternatif baru yang ditawarkan kurang dasi O; maka individu B dan C tetap akan
lebih memilih Op. Dengan demikian tampak bahwa pilihan dari median vofer
mengalabikan alternatif pilihan yang fain.

Lain halnya pada kasus yang pertama sebagaimana dicontohkan di atas, Hasil
keputusan yang diambil tidak memenuhi sifat oansitivity schingga vang terjadi
adalah cyefical majority dimana keputusan vang diambil tidak menghasilkan
ekuilibrium karena bentuk prefersnsi yang terjadi buken single peaked melainkan
multi-peaked dan hal inflah yang menyebabkan masalah cyclical tersebut terjadi.

Dengan berbagat penjelasan tersebut maka dapat dikaizkan bahwa asumsi
yang menyatakan bentuk pilihan individy mengikuti pola tertentn vaity single peaked
memiliki fungsi yang sangat penting. Sebagaimana yang pemah dinyatakan oleh
Ingberman dan Inman { 1988 ) bahwa konsep single peaked preferences memiliki
makna intuist sebagai berikut

1. Sesuail dengan gapasan bahwa preferensi mempakan rangkalan satu kesatuan
yang menjadi jembatan antara politik sayap kanan dan sayap Kiri.
2. Pada ssat membahas tentang teori pilihan konsumen, konsep tersebut dapat

cukup menjelaskan perilaka konsumen dengan cara yang alami

Untuk lebih jelasnya maka dapat ditlustrasikan dengan di bawah ini yang
menunjukkan derivasi single peaked ordering. Pada bagian a} preferensi dari voter
digambarkan pada sumbu dimana pada sumbu X menunjukkan barsng publik ( G )
dengan sumbu Y adalah pendapatannya setelsh dikurang) pajak ( Y ). Dari gambar
tersebut terlihat bahwa g* merupakan jumlah barang publik yang paling dipilih oleh
voter. Sedangkan bagian b) memetakan tiap jumlah (G pada leve! yang berbeda dalam
bentuk rangking pada tingkat pajak tertentu. Rangking tersebut diperoleh dari urutan
preferenst kurva indiferen ( jndifference curve ) di atasnys, Titik optimal yang ideal
bagi voter terjadi pada saat g* Titik — titik yang semakin jauh dari g* mempunyai
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ailai vang semakin kecil, dengan demikian preferensi untuk barang publik vang

diperoleh akan berbentuk single peaked.
Gambar 2.3

Derivasi Single Peaked Preference
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Akan tetapl, asumsi single pegked tidak selaly menjamin bahwa kondisi
evelival owtcome dapat dihindard. Kasus ini dapat terdadi jika isu yang diangkat
bersifat multidimensional yaitu jika analisis digunakan untuk lebih dari sate
penyediaan barang publik. Untuk lebih jelasnya dapat diflustrasikan sebagai berikut
asumsikan ada tiga orang voter yaitu A,B dan C yang akan membuat pilihan barang
publik yang paling tngin disediakan oleh pemerintah, Ketiganys harus memilih salah
satu di antara kedua pilihan yaitu layanan kesehatan atau pendidikan. Asumsikan
bahwa proses pengambitan keputusan tidak saling terkait ( independent ) satu sama
famn, Posisi vang paling dipilib oleh masing — masing voter adalah terletak pada titik
A, B dan € dimana titik — titik ind terietak pada puncak permukaan utility ordinal dari
masing - masing voter, Selain itu, pada pambar jugs tampak bahwa bentuk preferenst
ketiga voter tersebut adalakh single peaked. Dengan mengasumsikan bahwa preferensi
median voter mendominasi, maka keputusan yang skan dipilih oieh individu C untuk
memilih pengeluaran publik di bidang keschatan akan mendominasi dan pilihan
individu B vang memilih pengeluaran publik untuk pendidikan juga akan
mendominast, Karena keputusan diambil secara independen, maka kedua median
voter tersebut dapat dibedakan. Keputusan akhir vang dihasilkan adalah kombinasi
antara pengeluaran publik untuk pendidikan dan keschatan yang ditunjukkan oleh

Gtik M. 1s, [n dan le meaunjukkan kurva indiferen untuk masing —~ masing iadividu,
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Gambar 2.4
Kasus Peayedisan Lebih Dari Satu Barang Publik

penpeluaran
kesehatan (F)

He

Eg Pengelugran pendidikan (E )

Pada analisis sehelumnya dikatakan bahwa dengan bentuk preferensi yang
single peaked maka cyclical outcome dapat dihilangkan. Akan tetapi hal ini tidak
akan beriaky lagi jika kita menggunakan analisis tersebut untuk lebil dari satu barang
publik. dalam kasus ini, individe B atau C dapat saling berkolust melalui pertukaran
suara atau dengan penukaran politik lainaya dan bergeser pada titik P dimana titik ini
lebih mendekati preferensi B dan C daripada titik sebelumnya yaitn M. Pilihan
tersebut akan membuat individu A menjadi worse off, dengan demikian A akan
berusaha untuk melskukan nzgosiasi dengan B atau C untuk memperbaiki posisinya
yang ditunjukkan dengan titik R dan (). Adanya negosiasi tersebut membuat hasil
akhir berubah lsgi dan menjadi tidak stabil. Pada akhimya solust yang diperoleh di
titik M merupakan Pareto efficient karena terletak di antara kombinasi Pareto efisien
pesist indiviu A, B dan C. Jika ruang negosiasi terbuka lagi dan bergeser dari itk M
maka akan membuat seseorang worse off, tetapi di sisi lain ada juge orang lain yang
better off.
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2.1.2 Peranan Politisi das Partai Politik

Dalamy teori public choice, politik tidak dipandang sebagal arena untuk
memperebutkan kekoasaan seperti dalam ilmu polik mumi, Politik Iebib dipandang
sebagat arena untuk memungkinkan teriadinya pertukaran di antara warga negara,
partai politik, pemerintah dan birokrat. Aturan yang harus ditkuti dalam politik
tersebut adalah konstitusi dao system pemilihan. Adapaun yang menjadi pelakunys
adalah voter scbagal konswmen barang pablik, wakil rakyat atau politikus sebagai
pihak yang mengintepretasikan perminizan voter terhadap barang publik serta
memperjnangkan agar barang publik tersebut dapat sampai ke tangan kelompok
pemilih mereka dalam pemiliban,

Down { 1957 ) mengasumsikan bahwa para politisi sama seperti voter yaitu
melakukan sesuate sestumi kepentingan mereka { seff-imteress ). Diasurasikan juga
bahwa tujuan utama dari pars politisi adalah untuk memaksimalkan kekuatan
politiknya denpan cara yang prestis dan dengan cara mempenparuhi, Oleh karena itu,
untuk menjaga kekuatan politiknya maka partai politik harus memaksimalkan
perolehan suarg untuk pantainya. Implikast dari bal tersebut berarti partai politik tidak
akan selaly bertindak untuk kepentingan publik. Dengan demikian, dalam membuat
kebijakan maka yang dipikirkan adalah bagaimana membuat kebijakan yang popular
untuk meningkatkan perolehan suara dan memperkuat kedudukan partainya kelak.
Menurut Down, adanya pemiliban akan menghasilkan hasil tunggal untuk semua
yaitu sebugh partal yang berkuasa dan sebuah keputusan kebijakan.

Salah satu cara yang dilakukan oleh para politist dalam partai entek
menawarkan kebijakan kepada para eleciorate adalah dengan melakukan logroiling,
artinya suara dipertukarkan antar individa melalui cara yang © aman * dalam balutan
proses politik. Misalnya para politisi sedang membahas dua isu penting yaitu
peningkatan anggaran pendidikan dan isu vang kedua adalah pemberian subsidi untuk
petani. Dengan melakukan logrolling mseka masing — masing pthak akan saling
bekerja sama untuk mendokung pilihan masing ~ masing sehingga akan diperoich

resolust yang menguntungkan bagi kedua pihak tersebut. Dalam hal ini konsep
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median voter juga tidak dapat dipisahkan dimana masing — masing partai politik akan
bergerak ke tengah spektrum politik. Menurut konsep tersebut pilihan dar partal —
partai tersebut akan menyatu ke preferensi pemilih median jika pemilihannya
ditentukan dalam majority voting dengan asumsi bahwa informasi yang dimiliki oleh
pemilih tentang wakilnya dan sebaliknya bersifat sempurna, semua warga tkut dalam

pemilihan.

213  Teori Growth of Public Expenditures

Pengeluaran publik { public expenditures ) merupakan salah satu instrumen
vang mencennsinkan kebijalean fiskal pemcrintah. Pada saat pemerintah membuat
keputusan tentang barang dan jasa apa yeng akan diberikan kepada masyarakat dan
berapa jumigh serta bapaimana kualitas barang publik vang akan disedigkan maka
pada saat yang sama, pengeluagran publik yang dilakukan zkan menggsmbarkan
besarnya biaya unduk mengimplementastkan kebijakan tersebut. pengeluaran publik
juga tampak dalam pechitunpan pendapatan nasional pemerintah dan  dapat
dikategorikan menijadi dua yaitu'

1. Exhoustive pubic expenditures

Yaitu pengeluaran publik yang berhubungan dengan belanja pemerintah atas
barang dan jasz seperti belanja pepawai dan berhobungan dengan pengeluaran
pemerintah untuk pembelian kapital sepertt investasi publik untuk sekolah jalan
;sumah sakit dan sebagainya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa exhaustive
public expenditure tersebut merupakan pernbelian input oleh sektor publik dan berarti
berhubungan dengan penggunaan sumber daya dalam perekonomian. Penggunaan
atau penyerapan sumber daya untuk sektor publik akan menyebabkan berkurangnya
sumber daya yang tersedia untuk sektor yang lain. Argument ini dinyatakan dengan
Crowding Gut.

' Brown C.V dalam Public Sector Feonomics 4% edition bal 119120
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2. Transfer expenditures
Yaitu pengeluaran publik yang dialokasikan untuk dana pension, subsidi.
Pengeluaran ini berhbubungan dengan redistribusi sumber daya kepada individu dalam

masyarakat dengan batang pubiik sebagai perantaranya.

Pada awal musa peribangunan, investasi sektor publik yang dihitung sebagai
praporsi dari total investasi dalam perckonomian cenderung sangat tinggi. Hal ind
dikerukakan oleh Musgrave dann Rostow dimana investasi sektor publik sangat
diperiukan untuk menggerakkan perekonomian dalam rangka pencapaian tahap
menengah { middle stage ) dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Selama periode
pembangunan, seiring dengan terus meningkatnya proporsi tnvestasi terhadap GNP,
proparsi relatif dart nvestasi sektor publik akan menurun. Hal inf dikarenakan Jika
perckonomian sudah mencapai tahap mafurity, maka komposisi pengeluaran publik
akan bergeser dari alokasi untuk infrastruktur menjadi alokasi untuk pendidikan,

kesehatan dan pelayanan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat lainnya,

Sexdangkan Wagner berpendapat ketika perekonomian memasuki  tahap
industrialisasi maka terdapat hubungan vang semakin kompleks antara pasar yang
semakin berkembang dengan agen- agen di dalamnya. Oleh karena itu, diperlukan
intervensi pemerintah dalam mengaturnya vang ditandai dengan muncuinya berbagai
pelayanan sektor publik seperti pelayanan bidang hukum, keamanan dan perbankan,
Sedangkan pertumbuhan pengeluaran publik dalam bidang pendidikan, kesebatan dan
keseiahteraan dijeiaskan Wagnec dalam bentuk income elasticity of dentand. Semakin
tinggi tingka! pendapatan riil por kapita maka pengehuaran publik dalam bidang
pelayanan tersebut { pendidikan, keschatan dan kesejahteraan ) juga akan meningkat.
Pernyataan ini kemudian discbut dengan Wagner's Law,

Di samping itu, faktor lain yanp tidak kalah penting yang ikut mempengaruhi
pengeluaran publik adalah perubahan lgiu pertumbuhan pendudek. Perubahan jumish
penduduk tentunya akan mempengaruhi jumlabh permintaan terhadap pelayanan
publtk seperti pelayanan keamanan, keschatan dan pendidikan. Sebagai contoh,
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seiring denpan semakin bertambahnya jumiah penduduk usia sekolah maka tentu saja
skan meningkatkan kebutuhan terhadap peningkatan jumlah tensge pengajar, jumiah
kelas yang semakin bedarnbah dan input — input lain yang dibutuhkan watuk
mengimbangi jumlah populasi yang semakin besar. Peningkatanini pada akhimya
akan tercermin di dalam jumlah alokasi anggaran yang semakin besar untuk sektor
yang bersangkutan, Dengan demikian depat dikatakan bahwa sifat hubungan antara
keduanya tergantung pada sifat barang atau jasa yang akan disediakan, Uniuk barang
yang pure public good, maka marginal social cost dari tiap pertambahan penduduk di
dalam populasi besarnya akan saraa denpgan nol.

Pengaruh perubahan populasi penduduk terhadap pengeluaran publik dapat
dinyatakan dalam suatu fungsi yang discbut dengan crowding function yaitu :

Xk

Akw%

Dimana :
Ak ity services untuk barang publik Gk ke k
Xk fasilitas atay aktivitas untuk memproduks? barang publik Gk
N : jumish populasi
o : erowding parometer

Untuk barang vang bersifat pure public good maka nilal a = 0, sedangkan
untuk barang privat nilai o = | dan untuk barang semi publik maka nilal o akan
berniiat antara O dan 1. Dari funpsi tersebut terlihat babwa jika jumiah penduduk
semakin banyzk, dengan asumsi kuantiias dan kualitas barang dan jasa publik yang
disediakan sama, maka wtility yang dinikmati oleh individu juga aken berkurang.
Qleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut maka jumiah barang publik yang
tersedia juga harus ditingkatkan dan implikastoya tenlu saja adalah  akan
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menyehabkan anggaran yang dislakasikan untuk membiayal sektor publik jugs akan
semakin bertambah dan dengan kendala anggaran yang dimiliki oleh pemerintah
maka secara keselurvhan akan mengurangi alokast yang ditujukan unluk sektor —
gektor vang lain.

224 Studi Empiris

Dengan menggunaskan varigbel yang hampir sama, Stuart Landon dan
Melville McMilan bersama deagan Yijay Muralidharan serta Mark Parson { 2006 )
yang digunzkan sebagai jumnal acuan dalam penelitian ini, melakukan analisis yang
hampir sama. Hanya saja perbedaannya terletak pada fokus sektor yang dianalisis.
Keempat orang terschut memfokuskan apalisisnya pada peramyasn apakah
pengeluaran publik di bidang keschatan zkan menimbulkan cfek crowding ow
terhadap pengeluaran publik pemerinish di sektor lain. Sektor kesebatan dipilih
karena sektor terscbut merupakan salash satu sektor yang membutuhkan alokasi
anggaran yang sangat besar di negara yang bersangkutan yang jumlahnya terus
meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Studi tersebut dilakukan pada
tingkat propinsi &i negara Kanada dengan periode penelitian dari tahun 198871989
hingga tahun 2003/2004. Hasil estimasinya ferayatz memberikan ounipul yang
berlawanan dengan hipotesis yang dilakuken yaity bahwa tcrayats pengeluaran
pemerintah tingkat propios] di sekior kesehatan tidak menimbulkan efek crowding
out di sekior publik vang lain di negars Kanads selama pericde 1988/1989 hingga
2003/2004. Hasil empiris fersebut juga berlawanan dengan data empiris yang
menunjukkan bahwa selama periode yang diteliti, pengeluaran pemeriniah propinsi
untuk keschatan meningkat hampir sekitar 30 hingga 36 % dari total anggaran
propinsi. Dari hasil tersebut, keempatnya menyimpulkan bahwa meskipun share
angparan telah berubzh akan tetapi tingkat pengeluaran pemerintah ontuk sektor
kesehatan dan sektor publik vang lain juga kuat dipengaruhi oleh faktor — falkdor yang
iain seperti perbedaan pendapatan dacrah, besamya transfer, komitmen pembayaran
utang masing — masing pemerintah dan faktor demografi dan selera masyarakat,
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Studi lain yang menganzlisis tentang crowding owt effect juga pemah
dilakukan oleh Marlow dan Shiers { 1999 ) vang mencoba mengetahui apakah undang
— umdang pemerintah yang mewajibkan penpeluzran publik terbadap pendidikas
berpengarvh terhadap besarnya alokasi anggaran yang dikeluarkan, Hasil empiris
membuktikan bahwa tidak ada hubungan negatif antara keduanya. Di sisi lain, Brazer
dan MoCarty melakukan studi ontuk mengetabui apakeh pada saat pemerintab
propinsi dan sekolah di tingkat kabupaten membagi share pajak yang sama akan
menyebabkan crowding ouf techadap pengeluaran publik untuk sckolah tersebut atau
dalam kasus ini keduanys menyebut dengan istilah rumicipal overburden. Ternyata
hasil studi vang mercka lakuksn pun memberikan output bahwa crowding out
tersebut tidak tegjadi.

Hasil studi lain juga pernah dilakukan oleh Michael Adebayo dan Qderinde
Oledels ( 2005 ) yang mencoba mengstahui bagaimana bubungsn entara pengelvacan
pendidikan dengan pengeluaran militer, Studi tersebut dilakukan di negara Nigeria
menggunakan data fime series dari periode 1970 hingga tahun 2003. Pengeluaran
publik untuk sektor pendidikan tersebut digunakan scbagai proxy dalam mengukur
besarnya Zuamman capital formation. Penclitian tersebut dilakukan karena di negara
Nigeria proporsi pengelvaran publik untuk sektor pendidikan masih sangat rendah
yaitu hanya sekitar 5 — 6 % dari total GDP-nya dan di sisi lain pemerintah lebih
bunyak menghabiskan anggaran bahkan cenderung berlebihan untuk membiayai
scktor militer, mengingat di negarg tersebutl sedang didera konflik vang terus —
menerus, Metode yang digunakan uniuk melakukan analisis dalam studi tersebut
menggunakan metode dinamis Error Corretion Model { ECM ) dan uniuk
mengetahui efek shock suatu varibel terhadap variabel endogennya digunakan metode
VAR, Hasil dekompogisi variansnya menunjukkan bshwa temyata fluktuasi
pengeluaran di sektor pendidikan dipengaruhi oleh shock pengeluaran pendidikan itu
sendirt dan juga dipengaruhi oleh skock pengeluaran militer. Hasil regresi

menunjukkan bahwa hubungan antara pengeluaran publik untuk pendidikan dan
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pengeluaran untuk militer baik dalam jangka pendek maupun jangka penjang di
negara Nigeria selama pericde 1970 hingga 2003 berhubungan secara positif.

William F.Blankeneu, Nicole B. Simpson dan Marc Toimjanovich ( 2004 )
melakukan penelitian fentang bagaimana hubungan aniara besamya pengeluaran
publik untuk pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Studi tersebut dilakukan
dengan megambil sampel sebanyzk 23 negara maju selama peniode tahun 1960
hingga fahun 2000. Hasil estimasinya menyatakan bahwa terdapat hubungan yanp
positif antara pengeluaran publik untuk pendidikan dengan pertumbuhan ckonomi
dalam jangks panjang. Hubungan tersebut dapat tedadi jika dilakukan control
terhadap budger constraint pemerintah dan mempertimbangkan adanya efek
crowding ou! . Tanpa batasan tersebut ternyata hasil yang diperoleh ketiganya tidak
menunjukkan adanya hubungan yang positif antara pengeluaran pendidikan dengan
pertumbuhan ekonomi jangka panjang pada saat efek crowding owt diabaikan.

Universitas Indonesia

Analisis Crowding..., Irfani Fithria, FEB Ul, 2009



BAB IH
INVESTASI PUBLIK PENDIDIKAN DAN PERANANNYA
DALAM PERTUMEBUHAN EKONOMI INDONESIA

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga
negara berhak mendapatkan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas dan
kesejahteraan hidupnya. Sejuk negara ini didirikan, para pejuang dan pendiri bangsa
meyakini bahws peningkatan taral pendidikan merupakan salah satu kunci utama
dalam mencapai tujuan negaa. Pendidikan merupakan sustu proses dalam rangka
pemberdayaan potenst manusia sebagai individu sehingpa dengan pengetahuan dan
kemampuan yang dimilikinya dapat memberikan kontribusi yang positif' bagi
masyarakat, Dengan demikian, fungsi pendidikan tidak hanyas mengpali potensi -
potensi yang ada dalam diri manusia akan tetapt juga berkaitan dengan bagaimana
manusia tersebut memanfaatkannya schingga dapsl meningkatkan kualitas hidup
ranusia Ha sendint (Tilaar, 1997). Sclain itu, pendidikan juga mempunyat peranan
vang sangat penting dan strategis dalam upaya pembangunan sumber daya bangsa
serta memberikan kontribusi yang cukaup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
dan terhadap terjadinya tansformasi sogial. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa
pendidikan merupakan fernbatan dalam menciptakarn masyarakat terpelajar (educated
people) vang menjadi prasvarat terbentioknya bangsa yang maju, mandid, demokratis,
sejahters,serta bebas dari kemiskinan,

Berbagal upava telah dilakukan cleh bangsa Indonesia untuk meningkatksn
taraf pendidikan termasuk salah satunya adalgh pelaksanaan Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan Tshun yang dibarmapkan tuntas pada tahun 2008
Indikator vang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program tersebut
antara lain adalab melahi peningkatan angka partisipasi kasar berbagal jenjang

pendidikan sekolah. Kerja keras tersebut ternyata tidak sia-sis, Indonesia mencapa

' Carunia mulya Firdausy, Dimenst Manusia Dalam Pembangunan Berkelanjutan (Jakarta - LIPY, 1998

}
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prestasi yang cukup membanggakan dalam peningkatan angka partisipasi moreni { nes
enrollment rate ) sekolah dasar dari 72% pada tahun 1975 hingga pada tahun 2005
angkanya mencapai 93% bahkan angka partisipasi kasarnyz meiebibi 100%.
Sedangkan angka partisipasi mumi wntuk jenjang SLTP bahkan menunjukkan
kenaikan yang sangat signifikan vang meningkat dard 18% pada tahun 1970-an an
hampir mencapai 55% pada tahun 2005, Pada jenjang SLTA juga teriadi peninghatan
yang hampir sama meski pada tingkat yang tidek ierlalu tinggi. Secara lengkap
perkembangan angka partisipasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut
Tabel 3.1
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah di Indonesia tabus 1970 2005

1878 1930 1995 1 1993 | 2008 | 20402 | 2004 2805

Net enrgiimesnt mate

sD 72 88 215 92.3 924 92.7 a3 a93.2
SLTP 17 - 3t 584 1 617 | €09 | 652 £5.2
SLTA i7 - 326 | 385 | 395 | 368 | 429 417
Graoys enrolfment
tRiv
sH 2o 197 187 109.3 ¢ f1at | 108.1 107 47.4
SLTP i 29 6357 3 T80 5.5 82.2 81,7
SLTA 16 -- 424 | 464 | 515 | 584 1 544 529

Sumber : World Bank Edweation Sector Review 2083, various years of Susenas

Proses desentralisgsi yang dikumandangkan oleh bangsa Indonesia sejak
talmun 2001 banyak mengundang berbagai tanggapan dan tstapan scbelah mata dari
beberapa pihak. Prosesnya yang berlangsung secara big bang membuat segala
sesuatunya harus dipersiapkan secara instan dan dalam waktu yang sangat singkat.
Akan tetapi, proses yang tefah berlangsung selama hampir 8 tahun tersebut pada
kenyataannya telah jauh lebih berhasil dari yang diperkirakan banyak orang
sebelumnya. Segala tangeung jawab yang semula torkonsentrasi secara terpusat mulai

didistribusikan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daersh pun semakin sibuk
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dengan adanya pelimpahan kewenangan yang begitu banyak. Proges desentralisasi
tersebut juga mampu melimpabkan wewenang atas sekitar 2,2 juta pegawai negeri
pusal ke dacrah, di samping penguasaan atas 16,000 lehib fasilitas pelayanan.
Walaupun demikian, dalam pelakssnaannya tetap ditemukan sejumlah permasalahan.
Perubahan sistem yang lerjadi secara besar ~ besaran seringkali menimbulkan
ketidakjelasan mengenai pombagian fungsi antara pemerintah pusat dan pemerintzh
daerah. Aliran dana transfer pemerintah yang langeung diberikan kepada tingkat
kabupaten juga menimbulkan peranyzan bagsimana dans tersebut didistribusikan
dan bagaimana dana tersebit digunakan. Sistem pengawasan dan penegakan hukum
yang masih lemab membust siteasi tersebut menjadi kesempatan untuk melakukan
korupsi dan terjadinya kebocoran aliran dana, scbagai vjungnya fentu saja akan
terjadi inefisiensi. Di samping iy, masalah vang tidak kalah pentingnya adalah
persoaian dalam hal kepegawaian bhaik pada tingkat pemerintah provinsi maupun
pemerintah  kabupaten. Desentralisasi  telah membuat pembengkakan uvkuran
pemerintahan dan hasil yang diperoleh mendapati kenyataan babwa baik pemerintah
propinsi maupun kabupaten harus menyerap lebih banyak pegawai. Sebagai
akibatnya mereka terpaksa mengeluarkan anggaran lebih banyak untuk pengeluaran
rutin dan tentu pada akhirnya akan mengurangi anggaran untuk penyvediaan layanan
publik.

Desentralisasi juga telah menyebabkan meningkatnya potensi terjadinya
ketimpangan. Struktur fiskal deseniralisasi yang telab dirancang sebagian besar
terlihat seperti cenderung dibuat untuk mengakomaodast tuntutan daerah-daerah yvang
lebih kaya. Struktur ini pada dasamya meniru distribusi dana yang disalurkan dari
pusat ke dacrah sebelum ers desentraiizasi dimana dzlam system tersebut
mengijinkan daerah yang kaya akan sumber daya alam seperti minyak dan gas untuk
mengambil schagian dari keuntungan kekayaan alamnya. Hal di atas juga telsh
mengakibatkan terjadinya pemekaran daerab-daerah barn, Pada tshun 1998 Indonesia
memiliki 319 daerah. Pada | Januvari 2004 jumlah itu telah membengkak menjadi 472
daerah: 32 provinsi dan 440 distrik (349 kabupaten dan 91 kota) dan pada akhir tahun
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2008 jumlah tersebut twrus bertambah hingga menjadi 489 daerah dengan jumiah
propinst sehanyak 33.

Akhir — akhir ini pemberitaan i berbagai media cetsk dan elekironik
mengenat angks putus sekolsh di berbagai jenjang pendidikan terutama sckolah
dasar, terus meningkat dan bahkan terjadi hampir di seluruh wilayah indonesia.
Kurangnya jumiah tenaga pengajar, rendahnya kualitas merupakan permasalzhan
terbesar yang masih harus disclesaikan ojeh bangsa Indonesta. Untuk melihat kondisi
tersebut dapat diamati dari beberapa indikator yaitu di antaranya adalah berapa besar
angka pertisipasi murni untuk berbagai jenjang pendidikan tersebut dan juga melihat
tingkat melek huraf { keaksarasn ). Hal ini berdampak pada kualitzs manusia
Indonesia vang dinkur dengan Indeks Pembangunan Manusia { IPM ) Indonesia yang
nilainya ferus merosot dari tahun ke tahon dan semakin tertinggal dengan negars lain

bahkan dengan negars telangga sekalipun.

Data pada tabel di bawah ini menggambarkan bagaimana angka partisipasi
sckolah murni { APM ) jika dilibat per tingkat provinsi. Dari fabel tersebut terlihat
bshwa ada 17 propinsi yang APM $D-nva di bawah rata.ratg nasional. Demikian
pula dengan APM SMP dimana propinsi NTT merupakan provinsi terendsh yang
kemudian disusul cleb propinsi Papua. Secara kesehuruban, ada 17 provinsl yang
memiliki APM di bawah persentase nasionzl. Selain Papua, ternyata terdapat provinsi
lain yang juga memiliki angka APM rendsh dan menariknya propinsi tersebut
termasuk schbagal propinsi yang kaya akan sumber dava seperti fhukota negara,
Jakarta dan propinsi Kalimantan Timur. Beberapa faktor yang menjadi penyebab
rendahnya APM di beberapa dacrah terscbut antara lain adaiah masalah geografis
dimana beberapa propinsi memiliki potensi geografis vang susah dijangkan dan letak
penduduk terpencar. Seigin itu, kendala infrastruktur juga selalu menjadi persoalan
utama, Dan ironisnya pada tahun-tahun terakhir int justry banyak bermunculan kasus
dimana gedung sckolah ditemukan banyak yang sudah tidak memadai bahkan tak
dapat digunakan lagi dan yang lebih parah adalah peristiwa robohnya sekolah di
beberapa daerah. Hal ini tenfu sad akan membawa akibat pada besamya jumish
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penduduk vang tak dapat menikmati pendidikan. Gambaran lain yang dapat dilihat
dari tabel di bawah adalah tingkat keaksaraan penduduk perempuan yang ternyata
juga lebih rendah dibandingkan penduduk laki-laki untuk semua kelompok usia batk
di perkotaan maupun di perdesaan. Untuk kelompok usia 15 whun keatas angka
melek aksara penduduk perempuan adalah sebesar 86,16 persen sementara angka
melek aksara penduduk luki-laki sudah mencapai 93,48 persen. Perbedaan angka
melek aksara lebik nyata terjadi pada kelompok usia 45 tahun keatas yaitu 64,85
persen untuk penduduk perempuan dan 84,14 persen untuk perduduk laki-{aki.

Tabel 3.2

Perbandingan APM di Indonesia pada tingkat propinsi tahun 2006

PROVINS ARN S CT6h [ ABM SMP (%), 2006) K2 AT BT iy
2006

Nanggroe Aceh

Daryssatam 458 78,4 56,4 1223
Sumaters Utara 540 73.1 88,3 i28,7
Sumatera Barat 94.3 67,8 99,2 133,8
Riau 94,7 729 1004 130,80
Jambi 94 4 653 982 43,2
Sumaters Seiatan 931,49 630 99,5 1113
Benghuly 93,9 567 99,7 142.9
iLampung Q3.9 66,7 98,9 1374
Bangka Belitung 91,5 55,3 59,8 1684
Kepulanan Riau 93,7 2,0 95 8. 1293
IDET Fakarta 338 714 36,5 1359
Jaws Baral 94,2 62,1 106,3 156,3
Tawa Tenpah 94,1 67,7 98,2 138,1
DI Yogyakarta 94,4 73 97,5 1297
Fawn Timur 94,2 7.3 928 1318
Banten 94,8 £656 99,3 1470
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Bali 93,3 78,2 oAl 1427
Nusa Tengpars Barat 94,3 89,6 1013 1175
Nusa Tenggara Tinmur 51,6 47,2 99,6 184,2
Kelimantan Barat 93,8 60,9 100,6 154 2
Kalimantan Tengah 96,0 &L1 5.9 44,1
K.aHmantan Selatan 533 62,1 1603 i51.9
K atimantan Timur 925 510 984 146,1
Sulawest Utars 504 66,0 99,5 131,3
Sulawesi Tengah 92,9 63.0 1005 143.8
Sulawesi Selatan 91,1 60,3 10,4 1325
Sulawest Tengaars 92,3 724 990 126,7
Gorountalo 46,5 $2.3 1014 143,5
Sulawesi Barat 217 58,2 16,6 156,7
Malnku 92,2 76,9 100,3 1229
Maluku Utars 93,1 65,3 97,5 154.4
Irian Jays Bamt B&2 33,9 54,3 1623
Papua 78,1 414 98 4 179.2
Indonesis 93,5 §6.5 59,4 1410

Sumbser : Bappenss 2087

Sejak pertengahan tahun 1990-an Indonesia secara terus — menerus berusaha

membuat besarnya trend anggaran pendidikan terus meningkat. Kasus pengecualian

hanya tetjadi padz saat terfadinyz krisis dan terjadinya penurunan yang tajam pada

tabun 2004 yang disebabkan oleh penyerapan anggaran yang rendabh serta adanya

crowding oul effect terbadap hampir selurch sektor sosial dengan semakin

membengkaknya subsidi BRBM. Pada tahun 2004 tersebut anggaran pendidiksn

sebagai share dart PDB meogalami peourunan secara relatif yaitu dari 3.2% pada
tahun 2003 menjadi 2.8 %.
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Takel 3.3
Pengeluaran Pendidikan (Pusat+Propingi+kabupaten) 2001 - 2007
{Trilyun Rp)
Eduestion 2001 1 2002 | 2003 | 2004 | 20605 | 2006% | 2087
4
Nominal national education 423 1 831 1 848 1 831 1 786 1 1147 | 1310
expenditurss
‘National education expenditures | 423 | 474 | 543 | 498 | 862 T2 78.1
{ 2001 prices )
Growth real national education | 403 8.5 184 | B4 | 128 | 204 7.5
expenditures
Educaticnexp{ % totalnational | 120 | I87 | 160 | 142 | 147 | i57*% | 168
exp.)
National education exp. {% 2.5 28 32 Z3 2.9 15 38
GDP )
Total nomina! national exp. 3528 | 3365 [ 4054 1 4483 1 5358 | TAB16 | 7182
&

Total real national exp. 3528 | 3008 13399 151.6 1 3829 ] 4613 1 4840
Government size ( total exp.% 200 | 18.F 1198 1 186 § 196 | 2240 220
of GDP )

Sumber : Perhitungan staf World Benk berdasarkun data Dapkes, *dats semendars ; ** dala sangat

Semendara

Pada tahun 2004, secara mayoritas hampir sebesar 70 persen pergeluaran

pendidikan ditujukan pada level daerah. Pemerintah daerab tingkat 1l merupakan

bagian lerbesar dalam pengeluaran pendidikan yaitu bamper 64 persen sedangkan

pemerintah propinsi hanya memiliki bagian sebesar 6 persen, Pengeluaran pendidikan

tersebut terus stabil sejak tahun 2001, Hal ini dapat dilihat selengkapnya pada tabel

berilcut ;
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Tabel 34
Pengeluaran Pendidikan Nominal Per Level Pemerintah Tabhun 2001 - 2004

201 ) 2082 % 2603 % 2004 %

Pusat 12.6 3 13.8 pad 21.3 34 18.3 30
Rutin 4.1 33 44 33 54 25 6.3 33
Pembangunan g5 67 9.2 67 16.0 75 12.5 &7
Propinst 1.9 5 4.9 8 33 & 3.8 6
Rutin 0.6 3u 1.4 34 0.8 0 0.8 21
Pembangunan 1.4 70 26 65 3.1 8C 30 79

Kabupsten/Kota | 26.2 64 32.% 65 8.3 60 40,0 4

Rutin 232 39 280 86 33.0 &6 53.2 88
Pembangunan 340 il 46 14 53 14 48 12
Total 40.8 100 0.4 100 636 100 62.6 100

Sumber : Bank Damia

Berdasarkan data tersebul  kabupaten/kota memiliki skare pengeluaran
pendidikan paling besar, akan tetapi jends pengeluaran terscbut hasyalsh untuk
pengeloaran rutin saja, tidek termasuk dalam pengelvanan pembangunan, Meskipun
pelaksanaan desentralisasi yang melimpahkan sebagian wewenang pusat ke dacrah,
akan tetapi secara keseluruhan total pengeluaran pembangunan yang paling besar
masih dimiliki oleh pemerintah pusat. Sejak tehun 2001, pemerimish pusat
menghabiskan dana untuk pengeluaran pembangunan yang hampir mencapai 55
persen dari total pengeluaran secara keselurvhan untuk membiayai pengeluaran
pembangunan, Sedangkan pada level daerah tingkat II hanya menghabigskan share

sepercmpat darl presentase pemerintah pusat tersebut. Data tersebut dapat dilihat pada
tabel sebagai berikut :
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Tabel 3.5

Share Pengeluran Rutin dan Pembangunan Pemerintah

2001 | 2002 | 2003 | 2004
Total Pengeluaran Pembangunsn  dalam Trilyun | 129 | 165 | 244 | 20
Rapiah )

Peng, Pembangunan Pusat sebagat % dari total 66 36 65 61
Peng, Pembangunan Propinsi sebagai % dar total ) i6 13 15
Peng. Pembangunan kab/kota sebagai % dari tolal 23 28 2Z 24
Total Pengeluran Rutin { dalom Trikyun Rupiak ) | 27.9 | 338 | 359 © 423
Penp Pembangunan Pusat sebagai % dari total 14 i3 i4 i5
Peng, Pembangunan Propinsi sebagai % dari total 4 4 3 2

Peng Pembangunan Kab/kota sebagai % dar total g2 82 83 &3
Swember : Bank Dunia

Bank dunia mencatat bahwa sejak pertengahan 1970-a0, Indonesia melakukan
investasi besar vang belum pernah dilakukan ssbelumnya untuk pendidikan
rakyatnya. Sejak tahun 1973 dan setelahnye, pemerintah mendanai pembangungan
sekolah-sckolah dalam rangka pengembangan pendidikan dasar melalui program-
program pembanginan yang dikendalikan dari pusat (inpres) dan seiama dekade
berikutnya belanja negara meningkat dua kali lipat,

Dengan adanya peningkatan terscbut, maka rangking Indonesia mulai dapat
merangkak naik jika dibandingkan derigan negars - negasa beckembang lainnya,
Meski demikian anpka terscbut masth membuat posist Indonesia jauh di bawah
negara tetangpa seperti Malaysia dan Thailand. Malaysia bahkan menginvestasikan
angka yang febih begar untuk sektor pendidikan baik dalam proporsi dengan anggaran
Iain maupun dalam proporsi dengan PDBnya jika dibandingkan dengan negara lain.
Sebaliknya, Indonesia justru memiliki angka paling kecil dalam alokasi pendidikan
sebagal share dari PDB, Hal inf dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ;
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Tabel 3.6

Pengeluaran Pendidikan Indonesia Dibandingkan Dengan Beberapa

Negara Tetangga
e T A A e N AL I . v‘..sj'gi. Uy A S s A & | 2 o T
% Pengeluaran untak sekior Mainysia Philippines Inderesiz
publik gendidikan dari wtal 27 == ¥ > s = 14.2
pengelusrun
% Pengeluaran untuk sekior Malaysia Thailand Philiopines Indonosta
publik pendidikan duari FDB 81 > 46 > il > 2.8
% Pongeluaran untuk sekioe Mataysia Indonesia Philippines Thailand
gtk ded PDB (ukuran sektor 297 > 196 = 196 > 16.8
pemerintahan?
Por kapiias PDBR (harga US 8 Mataysia Thailand Philipnines Indonesia
gada konstan 2600} 4298 > 2356 > 185 > 905
Jumiah peaduduk (uta) e Ph’hpp:ﬁ A |
% junslah pendudak & - 14 'i‘fz&tis:;i! 9 }imiczxe;f; 5 Maiay;g R Phliipiz;;;

Sumber : Laporan World Bank

Pada saat ini, mekanisme pembiayaan pendidikan sekolab negeri mengalami
perubahan seiring dengan dilaksanakannya desentralisasi fiskal dan otonomi daerah,
Saat ini aiiran dana dari pemerintah pusat ke daerah dilakukan melalui mekanisme
dana perimbangan khususnya dana alokasi umum { DAU ) yang bersifat block prant.
Dengan mekanisme iai, Pemda lebih memiliki kepastian mengenai tentang waktu dan
jumlah dana yang diterimanya, Dan sisi pembelanjaan, pemda juga dapat lebih
leluasa dalam merencanakan anggaranaya sehingga dapat mengalokasikan anggaran
sesuai prioritas pembaagunae di dacrahnya. 8elain DAU, sumber penerimaan
pemerintah daerah yang lain adalah DAK ( Dana Alokasi Khusus ) dan PAD, Semua
penerimaan dan pengelusran dalam rangka desentralisasi dicatat dan dilaporkan
dalam APBD.

Selain melalui mekanisme dana perimbangan, slokasi dana dari pusat ke

dagrah juga dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas
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pembantuan. Anggaran pelaksansan dekonsentrasi merupakan bagian dari APBN
yang disalurkan melalni gubernur oleh departemen alau lembaga non departemen
terkait. Anggaran tugas pembanivan sama dengan dekonsentrasi hanya aja
perbedaannys terletak pada dana yang disalurkan dapat langsung diberikan pada
tingkat propinsi, kabupaten atsu bahkan pads tingkat pedessan. Dengan demikian
pada bidang pendidikan pun telah dilakukan hal yang sama, Sebagian hesar
kewenangan pendidikan dasar dan menegah telah diserahkan kepada pemerintah
dacrah, vleh karena itu tangpgung jawab pelaksansan dan pengalokasian dananya pun
juga menijadi milik pemkab/pemkot setempat. Dengan demikian dapat dikatakan
bahwa kemajuan pendidikan nasional bergantung pada bagimsna pemerintah daersh
memberikan perhatian dan usaha vang baik dalam memajukan sektor pendidikan.

Pada tahun 2004 belanja di bidang pendidikan mencapai 2,8% dari PDB, naik
dari 2,5% dari PDR pada tahun sebelum krisis 1996-1997. Scbagai bagian dati total
anggaran, pada tahun 2004 sekior pendidikan menghabiskan 14% dari total belanja
pemerintah pada tingkat pusat, propinsi dan kabupaten. Baik Undang-Undang Dasar
{(UUD) dan Undang-Undang Sigters Pendidiken Nasional menctapkan bahwa
sedikitanya 20 persen dari Anggaran Pendapatan den Belanja Negara (APBN yang
tidak termasuk gaji, harus dialokasikan ke sektor pendidikan. Pada tahun 2003,
diperkirakar sekitar 57 persen dari belanja pendidikan digunakan untuk membayar
gaji. Ini berarti bahwa agar telap dapat mencapai  kuota 20 persen vang telsh
ditetapkan oleh UUD {idak termasuk gaji), ada tambshan |4 persen belunja
pemerintah yang harus dialokasikan dari sektor Iain ke sektor pendidikan.

Universitas Indonesia

Analisis Crowding..., Irfani Fithria, FEB Ul, 2009



35

Gambar 3.1

Rasio Pengeluaran Pendidikan Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 1994-2004
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Sussher ; Bank Dounia {20407) dart data Depariemen Kguangan, Mented Pendidiker, SIKD

Sedangkan jika dibandingkan dengan fungsi — fungsi anggaran yang lain,
alokasi pengeluaran pemerintah untuk sekior pendidikan cukup mensmpati posisi
kedua, pada posisi pertama ditempati olch fungsi pelayanan umum, Mesks demikian,
angka yang dimiliki oleh kedua fungsi tersebut memiliki ketimpangan yang sangat
besar. Berdasarkan data LPKK ( Lembapa Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
Publik } tahon 2005 dan 2006 ketimpangan rasio antars keduanya hampir mencapat
angka enam kali lipatovas vairy | untuk fungsi pendidikan dan 6 untuk fungsi
pelavanan umom. Data APBN 2007 jugs menunjukkan bahwa besarnya alokasi
pengeluaran untuk pendidikan cenderung stagnan dan berada pada angka yang sama
yaitu berkisar pada angka 10%.
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Tabel 3.7

Persentase Anggaran Berdasarkan Fungsi terhadap Belanja Pemerintah Pusat

% alokasi terhadap belanja pemerintah pusat
Fungsi APBN-P

LPKK 05 | LPKK 06 | APBN 07 07 RAPBN 08
Pelayanan Umum 70,77 64,39 58,80 61,68 59,76
Pendidikan 8,12 10,30 10,71 10,62 10,88
Ekonomi 6,51 8,70 10,15 9,69 10,80
Pertahanan 5,97 5,55 6,48 5,95 5,98
Kelertiban dan Keamanan 4,32 5,40 5,79 4,61 4,85
Kesehatan 1,62 2,77 3,46 3,27 2,97
Perumahan dan Fasilitas Umum 1,17 1,24 2,11 1,94 2,39
Lingkungan Hidup 0,37 0,61 1,09 0,98 1,05
Perlindungan Sosial 0,63 0,52 0,64 0,57 0,62
| Apama 0,36 0,32 0,44 .39 0,47
Pariwisata dan Budaya 0,16 0,21 033 0,29 0,24

361.155,20 | 440.032,10 | 504.776,20 }493 880,60 | 564.623,10

Sumber: Data pokok APBN 2007 — 2008, Departemen Keuangan RI, diolah

Sampai saat ini, peran pemerintah pusat dalam hal pendanaan secara umum
masih sangat besar. Dari tahun ke tahun, besarnya dana yang dialokasikan untuk dana
perimbangan juga mengalami kenaikan yang terus menerus. Angka tersebut dapat
menjadi indikasi bahwa besarnya dana yang dikelola oleh pemerintah daerah semakin
besar seiring dengan semakin besarnya kewenangan yang dimiliki oleh daerah. Akan
tetapi, jika dicermati lebih jauh sebenarnya alokasi belanja pemerintah pusat temyata
digunakan untuk pembayaran bunga utang dan sebagian lagi dialokasikan untuk
subsidi. Dalam hal ini anggaran pemerintah seringkali mengalami crowding out effect
dengan alokasi anggaran untuk sektor publik khususnya pendidikan. Jika hanya
dibandingkan dengan cicilan utang dan pokok utang saja, alokasi untuk sektor
pendidikan memiliki defisit yang cukup tajam yakni 12,58%. Sementara di sisi lain,
jika dibandingkan dengan subsidi, fungsi pendidikan juga mengalami defisit yang
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sangat tajami. Sedangkan jika dibandingkan dengan belanja lain-lain, fungsi
pendidikan juga masih tertinpgal. Padahal selama ini fungsi belanja laindain
merupakan alokasi belanja pemerintah vang dapat dikateporikan menjadi alokasi
“helanja tidak jelas’, tetapi hal yang ironis adaleh bahwa besar alokasinya justru natk
secara tajam terutama pada RAPBN 2008 vang nilainya mencapal 94,9 trilivn. Hal
tersebut dapat dililat pada tabel berikut ini

Tabel 3.8

Persentase fangsi terhadap belanja pemerintah pusat

Y Ya %
Y thd thet thil
LPKK | thd | LPKK jfinji APBN |biniiAPBN-P|binj: RAPRN
2068 binjal 2086 7 2007 g { 2007 | = itiin]
pusat pus pus pus
at at at

Y
thd
belgn
i
ﬂpnsat

Lambaga

ICICIHLAN BUNGA
UTANG 53 T4.921,6 i 207 | 7RB28,1 1179 85.086,4 |165:86290,6117,51 91.841.1 1 16,2
134.960,
SUBSIDL 6) 144.284,4] 40,0 |140.552,5131,8]134.939.8 1267 4 |27,31192.624,1) 164
BELANJA LAIN-
LAIN 7) 21,1262 1 58 1357843 72| 267452153 [M27071 69 | 9497511 168
255521,
24033221 665 |250.670,9:1 57 01246.771 51489 7 51,71279.1463) 494
493.880,
Totsl belanja PP ;361,135 2 448,832 1 5047762 7 3646231
53 Tahun 20052007 Cleilan dan Bungs {tang
A3 Tahun 2065-2007 Subsidi dan Transfer Lainnya
7 Tahwr 2008 ervsasuk konteibust sosiat Rpa(,3 trilien, rencana kenatkan gaji pokok PNS Rp?7.9 tiliun,
rencans kenaikan uang makanfiank pauk TNEPolii Rp3, 1 triliun,

Samber ; Data pokok APAN 2007 - 2008, Departemen Kenangan RE, diolah

Alchir — akhir ini, beberapa pihak yang berjuang untuk advokasi angparan selalu
mengumandangkan besaran anggaran yang divkur dalam konteks persentase, seperti
misalnya amanat konstitusi UUD 1945, dikatakan bahwa sebesar 20 persen
dizlokasikan untuk pendidikan dan 15 persen untuk seldor kesehatan sebagaimana
ditetapkan dan disepakati para kepaln daerah. Perwujudan alokasi anggaran dalam
bentuk persentase di dalam suate perundangan bukanlah sesustu yang salah. Namun
terkadang hal yang teriadi adalah dalam banyak kasus slokasi berdasarken persentase
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tidak sesuai dengan konteks yang ada. Beberapa studi menunjukkan bahwa meski
felah lebih dari 20 persen dana dianggarkan untuk pendidikan, temyata masih banyak
ditemukan masyarakat yang tidak mempunyai akses terhadap pendidikan selain i
dalam hal kualitas pun pendidikan juga belum dapat dikatakan baik. Persoalan utama
yang berkaitan dengan target angparan pendidikan harus sebesar 20 persen adalah
mengenai masalah kemampuan finansial (gffordebility) dari pemerintah itu sendin.
Pertanyaan yang seringkali muncul adalsh jika baik APBN, APBD Provinsi maupun
APBID Kabupaten/Kota mengalokasikan snggaran sebesar 20 persen dari total APBD,
bagaimana distribusi anggaran akan dilakukan? Masatah lain adalah bahwa dalam
amanat Undang — undang tersebut disebukan bahwa anghka 20 persen tersebut diluar
gaji. Hal ini berati buhwa kebijakan fiskal pemerintah melalui APBN dan APRD
secara keseluruhan harus mengalokasikan lagi dana tambahan yang berkisar antara 45
sampai 35 persen dari total anggaran, sementara di sisi fain gaji pegawsi sendiri telah
menempati proporsi sekitar 30 persen, Selanjutnya bagaimana dengan anggaran
sektor yang lain? Ruang yang masik tersisa hanya diberikan sebanyak 25 sampei 15
persen. Dalam konicks ini, logika advekasi anggaran semestinya lebih diarahkan
angka nyata berdasarkan kondisi faktual yang terjadi di negara kita sendiri dan bukan
mengikuti persentase nepera tetangga atau lembaga internasional,

Upaya pemerintah unfuk memperbesar alokasi anggaren untuk  sektor
pendidikan tampaknya belum menjadi kenyataan di lapangan. Dengan demikian,
seharusnya fanggung jawab mengenai pendidikan tersebut tidak hanya menjadi tugss
pemerintah  semata. Namun persn serta masyarakat jupga diperfukan dalam
mendampingi pemerintah melakukan tugasnya memajukan pendidikan di negare ini.
Kerjasama yang baik antara pemerintsh dan masyarakat dalam memajukan
pendidikan akan sangat bermanfaat sehinpga pendidikan dapat ditingkatkan dan efek
multipliernya  dapat dirssakan oleh semua Kalangan sehingge pada akhimya

pendidikan dapat menjadi basis utama penggerak perekononan bangsa.

Universitas indonosia

Analisis Crowding..., Irfani Fithria, FEB Ul, 2009



BARIV
METODOGLOGI PENELITIAN DAN ANALISIS

Bagian ini akan membahas masalah spesifikasi seluruh mode! persamaan dan
proses estimasi yang akan dilakukan., Bab i akan dimulai dengan deskripsi
mengenat pembentukan model berdasarkan vaciabel - variabel dalam penelitian.
Selain itu, masalah lain yang memegang peranap paling penting adalsh masajah data.
Dalam sebush penelitian, terkadang kita menemukan suatu persealan mengenat
masalab ketersediaan data untuk mewakili variabel yang akan kita gunakan dalam
penelitian. Jenis data yang digunakan akan berakibat langsung pada keabsahan hasil
dan intepretasi penelitian yang bersangkutan, Oleh karepa itu, pada bab ini juga akan
diuraikan mengenai dala vang digunakan menyangkut sumber data dan

permasalahannya

4.1 Spesifikasi Model

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, tesis ini akan menganalisis
apakah terjadi crowding out effect antara anggaran pendidikan dengan anggaran non
pendidikan seria melihat pepgarchaya lerhadap pertumbuhan ckonomi daersh yang
disertai dengan variabel komposisi partai dalam DPRD tingkat 1T untuk menjetaskan
masalah public choice. Pembentukan model yang digunakan dalam fesis ini diadopsi
dan dimedifikasi dari model penelitian sebelumnaya yang dilskukan oleh Stuart
Landor dan Melivile McMilian,Vijay Muralidharan, Mark Parsons (2006). Keempat
orang tersebut melakukan penelitian untuk menganalisa apakah tetjadi crowding owr
gffect antara sektor keschatan dengan sekior yang fain. Penelitian terschut dilakukan
pada tingkat propinsi di negara Kanada dimana selama beberapa tahun terakhir,
pergeluran publik untuk sektor kesehatan mengalami peningkatan yang cukup tajam
dan menempati bagiae yang paling besar dari pengeluaran total propinsi, schingga
ade indikasi ierjadinya crowding out effect antara anggaran kesehatan dengan
anggaran sektor lain di tingkat propinsi. Dalam penelittannya, variabe! yang

digunakan adalah besamya pendapstan perseorangan, besarnya transfer dari
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pemerintah pusat ke pemerintah dgerah, faktor demografi yang terdici dari proporsi
penduduk yang berusia 63 tahun ke atas dan proporsi pendudek yang berusia di
bawah 5 tahun, besarnya pinjaman dacrab dan ditambahkan dengan vatiabel dummy
yang menggambarkan kekuatan partai palittk untuk menjelaskan  perbedaan
preferensi dari voter terhadap pengeluaran publik yang dilakukan pemerintzh, Hasil
studi tersehbul mencmukan bahwa ternyata hipotesa yang menyatakan ada indikasi
terjadi crowding our effect anggaran keschatan terhadap anggaran sekior lain di
tingkat propinsi di negara Kanada ternyata tidak lerjadi, artinya pemcrintah dapat
dikatakan konsisten dalam melakukan kebijakan fiskalnya yaitu ketika anggaran
keschatan ditingkatkan dalam jumlah yang signifikan ternyata juga ditkuti oleh
peningkatan pengeluaran di sektor — sektor yang lain sehingga tidak menyebabkan
terjadinys crowding ouf.

Berdasarkan penelitian tersebut, maka tesis ini ingin mencoba menerapkan
kasus tersebut di Indonesia akan tetapi dengan objek penefitian di sektor pendidikan.
Sektor pendidikan dipilih karena setclah adanya desentralisasi di Indonesia, sektor
terscbut selalu mendapatkan perhatian yang cukup besar dan isu yang memberikan
dukungan techadap peningkatan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN
maspun APBD telah meluas di berbagai kalangan. Hingga pada akhirnys wacana
tersebut dikukuhkan dengan keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi yang
mengamanatkan bahwa sebesar 20 persen harus dialokasikan dati APBN maupun
APRD untuk membiayai scktor pendidikan. Variabel dan model yang digunakan
dalam penclitian ini sedikit berbeda dan dikembangkan dari model dan variabel yang
digunakan oleh Stuart Landon dan Mellvile MeMillan, Vijay Muralidharan, Mark
Parsons. Dalam melakukan estimasi, tesis ini akan melakukan estimasi dari dua
model yang dibentuk dan moedel yang dibentuk adalah model jangka pendek.

Model pertara adalah model untuk menjelaskan bagaimana peran anggaraen
pendidikan pemerintah dactsh yang divkur dengan besarnya rasio angparan
pendidikan dengan non pendidikan, variabel dapa perimbanges untuk melibat
besarnya frangfer dari pemerintah pusat ke pemerintahk daerab, dan share komposisi
enam partai besar di DPRD {ingkat 1T dengan pertumbuhan skonomi. Dimasukkannya
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komponen share komposisi partai tersebut dimsksudkan untuk melibat preferensi dari
kecnam partai besar tersebut apakah partai ~ partai tersebut pro terhadap
pertumbuhan ekonomi atau tidak.

Kemudian model kedua digunakan untuk menjelaskan masalah public choice
yaitu dengan melihat bagaimana pengaruh keterwakilan suara masyarakat yang
digambarkan dengan komposist enam partai besar di kursi DPRD tingkat [} vang
terdiri dari Partai Golongan Karya (Golkar), PDIP (Partal Demokrasi Indonesia —
Pesjuangan), PAN {Partai Amanat Nasional), PKB (Partal Kebangkitan Bangsa),
Partal Keadilan (PK) dan Partai Persstugn Pembangunan (PPP), varisbel dama
perimbangan serta dummy yang membedakan kabupaten/kota di pulau Jawa dan di
tuar Pulau Jawa dan dzerah yang memiliki kekayaan alam dengan daersh yang tidak
memiliki kekayaan alam terhadap penentuzn anggaran pendidiken dan non
pendidikan, Tahun anggaran vang diambil adalah initiel year yaitu tahun 2001
{(periode setelah desentralisasi). Hal ind dilakukan karena pengarub anggaran lebibh
bersifat jangka panjang schingps angpgaran yang dikeluarkan tahun berjalan belum
tentu akan memberikan penparuh yang signifikan pada fahun bersangkutan, akan
tetapi benefifnya mungkin baru ditasakan pada tahun - tahun berikutnya. Dalam
model ini juga ingin diketahui apakeh partai — panel tersebut juga pro terhadap
pendidikan,

Pada akhimya semua variabel yang digunakan telah diriilkan dengan harga
konstan 2000, Secara fengkap model yang digunakan adalah sebagai berikut :

Model 1

Grawth;, = fio + §; Educio + Bz Bley+ §a Gotkanyg + B PDIP, 1+ By PANG + 3 PKB;
+ B; PKeadilang + By PPPa+ &4

Model 2

Educy, = flo + By Bloy + By Golkarg + By PDIP; + 4 PAN, + B PKB, + Bs
PKeadilan;, + B; PPP;+ Pg Diawa + Po DSDA + &
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Dimana :

B = Intersep

Bi.Pn,...Be = Parameter masing — masing variabel

it = (1,2...T ) menunjukkan tahun mulai dari 2001 sampai 2005
(1,2,...N } menunjukkan kabupaten/kota di Indonesia

Growith; = Pertumbuhan ekonomi kabupatenfkota i pada tahun 1 {%)

Educg = Rasic antara anggaran pendidikan riil dengan anggacan non
pendidikan riil tabun 2001 di kabupaten 1 (%)

Bloy = Dana perfmbangan riil per kabupaten i pada tahun ¢

Golkar;, = Komposisi anggota DPRD tingkat 11 kabupaten § dari Pantai Golkar
periode jabatan 1999 - 20035 (%)

PDIP; = Komposisi anggota DPRYD tingkat 11 kabupaten i dari Partai PDIP
periode jabatan 1999 . 2005 (%)

PAN, = Komposis anggota DPRD tingkat 11 kabupaten i darf Patai PAN
periode jabatan 1999 - 2005 (%)

PKB;, = Komposist anggota DPRD tingkat I kabupaten i dari Partai PKB

periode jabatan 1999 - 2005 (%)
PKeadilany, = Komposisi anggota DPRD tingkt I kabupaten i dari Partai Keadilan
periode jabatan 1999 - 2005 (%}

PP, = Komposisi anggota DPRD tingkat Il kabupaten | dari Partai PPP
periode jabatan 1999 . 2005 (%)
Dijawa = 1 untuk kabupaten/kota vang terletak di Pulau Jawa

= (y uniyk lainnya
DSDA = | untuk daerah yang memiliki kekayaan alam
= {) untuk lainnya

Universitas Indonesia

Analisis Crowding..., Irfani Fithria, FEB Ul, 2009



47

4.2 Samber Data

Penslitian ini menggunakan daws sckunder dari 337 kabupatenvkolz di
Indonesia dimana kabupaten/kota yang mengalami pemekaran setelah tahun 20603
diagregasikan dengan kabupaten/kota induknya, seperti misalnya kota Batu
diagregasikan ke kota Malangkota Tasikmalaya diagregasikan ke kabupaten
Tastkmalaya dan seterusnya. Periode vang digunakan dimulai dari tahun 2001 sampad
dengan tahun 2005 yang diestimasi dengan metode data Panel dengan menggunakan
software Stata 10,0, Sermua data yang digunakan dalam perclitian ini telah diriilkan
dengan harga konstan 2000. Secara lengkap jenis data dan sumber data disajikan

dalam {abel berikut ¢

Tabled.d
Spesifikasi Data
No | Data Deskripsi Sumber Data Perioidde
1. | Growth Dihitung  dari pertumbuhan  Produk | BPS 2001
{pertumbuban | Domestik Regonal Brolo { PDRB ) 20605
skenomi ) dengan  harga kosstan 2000 per
kabupaten dalan; persen
2. | Educ Rasio anlara pengeluaran | Laporan Realisasi | 2061
{ peran | pembangunan Ji bidang pendidikan nil | APBI 2001 per
angparan {terdici dari sektor 410,415 dan 418) | kabupaten,
pendidikan terhadap pepgelumran  pembangunan | Departemen
pemerintaly total sektor non pendidikan nil tahon | Keuangan
daerah ) 2001 dalam persen
3. | Bk [3ana perimbangan sii! yang diterima | Dirjen Bina | 2001
( dang ) oleh tiap daerab dalam Hupiah Administrasi K5
perimbangan Keuangan Daersh
daerah ) { BAKD 3
Departemen
Pralam Negeri
4. | Colkar Komposisi anggots DPRD tingkat Il | Kabupaten Dalam | 1999
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dari partai Golkar di tiap kabupaten § Angks  terbitan | 2005
pada periade jabatan 1999 — 2005 | BPS
dalarn persen

S. 1999 -

Phip Kompesisi anggota DPRI tingkat II [ Kabupaten Dalam § 2005
dari partai PP di ttap kebupaten pada | Angka  terbitan
perinde jabatan 1999 - 2005 dalam | BPS
parsen

& | PAN Komposisi anggota DPRD tingkat H [ Kabupatea Dalam | 1996
dari partai PAN di tiap kabupaten pada | Angka  ferbitan | 9pn5
perinde iabatan 1999 — 2005 dalam | BPS
persen

7.

PKB Komposisi anggota DPRD tngkat 11| Ksbupaten Dalam | 1000 .
dari partai PKB di tiap kabupaten pada | Angka  terbitan | sane
periode jabatan 1999 — 2003 dalam | BPS
persen

3.

PKeadilan Komposisi anggota DPRD tingkat 11 | Kabupaten Dalam | 1909 -
dari partai Keadilan o tiap kabupaten [ Angka  terbitas | aqp5
pada pertode jsbatan 1999 - 2003 | BPS
dalam persen

9.

PP Komposisi anggots DPRD tingkat i | Kabupaten Dalame | 1999
dari partai Golkar di tiap kabupaten | Angka  terbitan | 9gpg
pada periode jsbatan 1999 — 2005 | BPS
daban persen

1€, | Diawa Dummy yang mienielaskan bahwa :

1 = untuk kabupatenots yang
terletak ¢ Pulay Jawa

&= lainnya
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ii. | DSDA Dumrmy yatuk menjelaskan :
1 = daeeah yang memiliki kekayaan
#arn
{ = [ginnya
4,3 Metode Estimasi Model

Dalam penelitian ini, teknik analisis yvang akan digunakan adalah metode
deskriptif dan kuantitatif dengan menggunakan soffware Stata 10.0. Karakteristik
data merupakap salah sam hal yvang paling penting dalam melakukan analisa,
sehingga sebagaimana diuraikan sebelumnya, datas yang digunakan adalah dengan
menggunakan data pane! dari 337 kabupaten/kota di Indonesia ( N = 337 ) periode
tahun 2001 sampai dengan 2005 (T = 5 ). Keunggulan menggunakan jenis data
tersebut adalah adanya fleksibilitas vang lebih tinggi dalam menjelaskan perilaku
antar individu maupun antar waktu', Keuntungan lain adalah derajat kebebasan {
degree of freedom } yang lebih tinggi dengan lebih banyaknya observasi. Pendekatan
data panel dapat dilakukan dengan tiga metode yaitu Ponled Legst Square, Fived
Effects { Least Square Dummy Variables } dan Random Effecis.

Pendekatan yang pertama adalah pendekstan data panel yang paling sederhana
dimana dalam model diagsumsikan bahwa semua koefisien konstan baik antar waktu
maupun antar individu. Sedangkan dalam fixed effect pendekatan yang dilakukan
adalzk dengan mengasumsikan babwa slope dari koefisien sama akan tetapi intersep
antar individunya berbeda — beda. Dan yang terakhir adalah randem effect dimana
dengan pendekatan tersebut parameter yang berbeda antar walktu dan antar individu
dimasulkkan dalam komponen erver ferm. Oleh karena itu, pendekatan ini sering jugas
disebut dengan Error Component Model. Dalam mode! random diasumsikan bahwa

komponen error individy tidak saling berkorelasi satu sama lain dan kompoenen error

! Williar H.Greens, Econometric Analysis, Edisi Ketiga . bc Millan Publishing Co, New York 1997,
bal 6135,
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antar waktu juga tidak berkorelasi, schingga dengan pendekatan ini parameter yang
diestimasi lebih efisien®. Keputusan untuk mengpunakan salah satu dari ketiga
pendekatan di atas tergantung dari asumsi yang diyakini cleh peneliti dalam
menjelaskan karakier dalam model dan secars icknis dapat didukung melslui tes
statistik,

Cara yang paling mudah untuk membedakan penggunaan fixed dan random
adalah dengan melihat banyaknya N dan T, jika T -> o dan N memiliki jumiah
tertenty maka parameter vang dibasilkan oleh fixed maupun random akan sama,
Untuk kasus tersebut maka parameter yang dihasilkan oleh fixed akav konsisten dan
efisien walaupun asumsi random berlaku. Oleh karena itujika T cukup besar dan N
kecil maka pilikan akan cenderung jatuh pada fixed effect. Scbaliknya apabila jumiah
N cukup besar dan T keci! maka hasil dart kedus pendekatan tersebut akan javh
berbeda. Bila data yang diteliti merupakan random sampel dari suatu populasi atau
dengan kata lain kita ingin menarik kesimpulan dari suatu populasi melalui beberapa
individu maka random akan lehih digunakan, akan tetapi jika data yang diteliti
merupakan populasi dan kita ingin meneliti pada tingkat individu maka fixed gffect
akan ebih digunakan. Cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan vji
secara statistik yang discbut dengan Hausman Test, dimana
Ho = random effect
Ha = fixed ¢ffect
Hasil yang dipercleh skan dibandingkan dengan nilai p valeenya dimana jika nilainya
signifikan atau jika ¥* hitung > % tabe! pada derajat kebebasan n-K dengan tingkat o
tertentu, maks Ho akan ditolak sehingga fixed effect yang dipilib. Berdasarkan uji
Hausman yang dilakukan maka estimasi model dalam tesis ini akan menggunakan
random ¢ffect karena nilal probabilita f lebih besar darf & = [ %, 5 % maupun pada
tingkat 10%.

Jika kita emati variabel EDUC selain terdapat pada model pertama jugs
terdapat pada model kedua. Oleh karena itu, dikhawatitkan ada masalah endogenity

% Penjclasan lebib [engkap dan detail lihat Jeffrey Wooldridge, Zntrodictory Foonometrics ; A Modern
Approach, MI'T Press, 2002,
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dengan variabel EDUC karena di dalam persamasn kedua variabel tersebut
ditentukan oleh variabel yang lain dan kemudian juga digunakan dalam persamaan
pertarna. Oleh karena stu akan dilakukan uji emdogenity untuk melihat spakah
variabel EDUC bersifat endogen atau exogen. Pengujian dilakukan dengan
menggunakan software Stata 10.0 dengan menggunakan symiay xtivreg? kemudian
setelah dipercieh hasilnya akan diuji apakah variabel EDUC bersifat endogen atau
exogen. Setelah dilakukan fangkah - Jangkah pengujian temyata hasil yang diperoleh
membuktikan bahwa ternyata variabel EDUC bersifat exogen. Jadi dapat disimpulkan
bahwa variabel EDUC terbebas dari masalah endogenity’.

Selain i, untuk mendapatkan model yang efisien dan konsisten maka
pengujian terhadap pelanggaran asumsi kiasik juga perlu ditskukan, Dalam penclitian
ini, data panel yang dipgunzkan memiliki jumiah ecress sectfon vang cukup besar
sehingga masalah yang cenderung muncui adalah masalah heteroskedastisitas. Untuk
menguiinya maka digunakan tes statistik yang tersedia dalam soffware Stata 10,6 dan
dari dus model yaog diestimast diperoleh hasi! bahwa variabel yang digunakan dalam
kedua model mengandung masaiah heteroskedastis. Dan secara otomatis metode
random ¢ffect yang menggunakan metode Generalized Least Squares ( GLS ) telah
dapat mengatasi masalah fersebut sehingga hasil amalisa yang dilakukao tefah
terbebas dari pelangparan asumsi klasik tersebut. Magalah fain adalah deteksi adanya
muitikolincaritas dan hal Ini diunjukkan dengan besamya koefisien korelasi jiks
angkanya mencapai 0.8 ~ 0.9, Dari hasil uji statistik yang diperoleh, maka mode! ini
bebas darl masalah multikolinearitas karena tidak ads hubungan antar variabel yang

angkanya mendekati 0.8°,

4.4 Hasil Regresi dan Analisis

Hasil dan pgmbabasan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu
vang pertarna akan dilihat apakah terjadi crowding ont antara anggaran pendidikan
terhadap angparan non pendidikan dan pengaruhnya terhadap perfumbuhan ekonomi,

* Haxil lengkap uii endogenity dapat dilihst pada halaman lesepian
¢ Hasif leagkap semuz ujt statistik dapat dilikat pada bagian lampiran
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sedangkan bagian pada bagian kedua akan menganalisa masalah public choice dalam

penentuan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah dacrah yang diwakili oleh
variabel komposisi anggota DPRD tingkat I dari 6 partai besar yaitu Partai Golkar,
PDIP, PAN, PKB, PK dan PPP.
Kemudian pengujian hipotesa jugs alan dilakukan untuk melihat apakab hasil

regresi vang dilakukan sesual dengan hipotesa yeng dilakukan. Secara lengkap

penguiian hipotesa yang dilakukan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Hipotesa Variabel

No. | Variabel | Tanda yang dibarapkan Keterangan

i BDUC Positif / negatif Jika bertanda positif : indikasi terjadinya crowding
gig tidak tegadi
Jika bertanda negatif © ada indikasi tefjadinya

crowding out

% BLC Positif

3 Golkar ambigu Melihat prefersnsi partai dalam kedua model apakah
pro pertumbuban atau pro pendidikan

4, PP ambigy Melihat preferensi partal dalam kedua model apaksh
pro pertumbuhan afau pro pendidikan

5. PAN ambigu Melihat preferensi partai dalam kedua model apakah
pro pertumbuhan atau pro pendidikan

&. PKE ambigu Melihat preferensi partai dalam kedua model apakah
pro pertumbuhan atau pro pendidikan

7. PK ambigu Melthat preferensi partai dalam kedoa model apakah
peo pertumbuhan atay pro pendidikan

& BPp ambigu Melihat preferensi partal dalam kedua model apakah
pro pertumbuhan atau pro pendidikan

. Diawa Positif

10, | DSDA Positif
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Dengan menggunakan Stata 10.0 hasil regrest yang diperoleh adalah schagai berikut:

Tabel 4.3
Hasil Estimast Meodel

Variubel Independen Variabel deperden

Growth

Peran Angearan  Pendidiken Pemerintak -1.328526%

Daerah {-234;
{EDLC)
Dana Perimmbangan { BLC } 5.58c070*
(.14)
Golkar 1,782213
{6.73
PDIP §.663215
{1.88 3
PAN 4466554
{130}
PKB 4405838
(0.11)
PK 1.EI58R
(8.87)
PR -2 ¥25878
.33}
Dlawsg

Vaviabel
dependen
EDLC

4.57c 7%
€230 )

D21605354s>
(4.63)

0,01 84785
(051}

00208675
(-0.27)

{3, 1423517%+
£2.09)

0.5788176%%+
(4.09)

01301935~
(L7

005819937+
(353}
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pspaA 005235835+
{400
Konstania 1367329 0. 10262324
{181} (825}
Observasi N 1675 B {¢ X
R-sguared $.0877 0.0423
Prob.Chil 0.0063 £.65600

Catatan - ** signifikan pada 95% ; *** signifiken pade 99% ; () adaluh aifal z-stat

Dari hasil regresi di atas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan model bias
dikatakan signifikan daiam menjelaskan vadabel dependenuya. Hal ini dapat dilihat
dari besarnya probabilita dart (%2 yvang besamya 0.0063 pada model pertama dan
§.0000 pada model kedua. Pada model pertama diketahul ternyata hanva dua variabel
yang signifikan mempengarhi perturabuban ekonomi daerah yaitu peran anggaran
pendidikan pemerintah daersh dan besamya dana perimbangan vang diterima oleh
daerah. Yang menarik dari hasil regresi tersebut ternyata diketahui bahwa tanda dari
koefisien EDUC bertanda negatif, berarfi memang terjadi efek crowding et dalam
pencrtuan anggaran pendidikan dan non pendidikan, Sedangken variabel yang
menjelaskan komposisi partai di kursi DPRD tingkat 11 tidak ada yang signifikan,
Pada model kedua, juga dapat dilthat bahwa ternyala variahel dana perimbangan juga
berpengaruh ferhadap penentuan besamnya alokasi anggaran. Selain itu, hanya ada
empat partai yang signifikan berpengaruh terhadap penentuan anggaran pendidikan
dan non pendidikan. Vadabel dummy untuk menjelaskan perbedaan antara
kabupaten/kota yang terletak di Pulau Jawa dan di luar Pulsu Jaws serta perbedaan

sumber daya alam juga signifikan terhadap peneatuan alokasi anggaran pendidikan,
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4.4.1 Analisis Terjadinya Crowding Out Effect Anggaran Pendidikan terhadap
Anggarsn Non Pendidikan Pemerintah Daerah

Setelah dilakukannya desentralisast pada tahun 2001, maka otomatis schagian
besar fungsi pemerintah pusat dialihkan ke pemeriniah dacrah termasuk dalam hal
pengalokasian angparan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Dari hasil
regresi di atas diperoleh bahwa nilai koefigien untuk varisbel EDUC adalah sebesar -
1528526 artinya jika teqjadi kenaikan rasio anggaran pendidikan dan non pendidikan
schesar 1 unit maka justru akan berdampak nepatif pads pertumbuban ekonomi
sebesar ~ 1.528526. Hasil yang diperoleh tersebut merupakan suatu temuan yang
menarik karena di Indonesia justru menunjukkan bahwa efck crowding out memang
terjadi, sedangkan berdasarkan hasil studi empiris sebelumnya yang telah dilakukan
di negara - negara lain menunjukkan bahwa temyata Jalam alokasi suatu anggaran
efek erowding out tdak terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa lernyata pemerintah di
negara - negara tersebut konsisien dalam melakukan kebijakan anggarannya, jlka
peningkatan dilakukan di suatu sektor maka akan juga ditkuti dengan peningkatan
anggaran di sektor — sektor yang lain, schingga efek crowding out tidak terjadi.

Dengan hasil yang dipercieh tersebut dapat dikatakan bahwa secara umum
pemerintah daersh di Indonesia  tidak konsisten dalam melakukan pengalokasian
anggaran daershnya, khususnys di bidang pendidikan, Hal vang sering terjadi adalsh
bahwa alokasi anggaran untuk scktor sosial publik, khususnys pendidikan sclalu
menjadi sekior yang sering mengalami pemangkasan ketika pemeriniah dacrah
hendak meningkatkan alokasi anggaran di sektor lain. Sebaliknya , di saat pemerintah
juga berniat uniuk meningkatkan alokasi anggaran ke sektor pendidikan maka mau
tak mau besamya anggaran yang dialokasikan ke sektor lain juga harus dikurangi.
Kelerbatasan penerimaan daersh yang dimiliki oleh pemerintah daerah dapat menjadi
salah setu falkdor penyebabnys. Pelaksansan desentralisasi fiskal dengan otoromi
daerah schagai peruwjudannya, lebih banyak direspons oleh pemerintah dacrah
sebagai upaya untuk menggali potensi deerahnya dalam rangka memperbesar angka
PAD { Penerimaan Asli Daerah ), bukan sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas
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pelayanan publik melalui peningkatan efektivitas anggaran. Oleh karena itu,
pemerintah daerah lebih fokus dalam usahanya untuk “mempercantik™ daerahnya
masing ~ masing dan implikasinya adalah ussha tersebut tentunya membutuhkan
dukungan dana yang cukup besar sehingga tidak mengherankan jika pemangkasan
anggaran dilakukan disana sini. Ironisnya adalab sektor yang biasa terkena imbas
tersebut adalah sektor yang justru menjadi kebutuban dasar masyarakat daerah it
sendiri yaitu pendidikan. Dari sekitar 370 kota/kabupaten yang ada di Indonesia, rata-
rata memberi porsi anggaran sebesar 73 persen untuk belanja rutin pegawai, pejabat,
dan DPRD. Sisanva hanya sekitar 27 persen anggaran yang dislokasikan untuk
pembangunan dan dari total anggaran pembangunan tersebut sektor pendidikan rata-
rata hanya mendapat bagian 3 persen saja (Rompas,2002) . Akibatnya banyak
program pemerintah daersh yang kontraproduktif dan justru tidak memberikan
dorongan yang positif dalam memuajukan perekonomian daerahnya.

Selain itu, hasil regrest juga memberikan hasil bahwa dana perimbangan juga
meropakan salah satu variabel yang signifikan dalamn memacu perfumbuhan ekonomi
daersh, Akan tetapi, jika Xita perhatikan dana perimbangan tersebut meskipun
signifikan termyata hanya memiliki peranan yang sangat sedikit atan kecil sekali
dalam perckonomian daerah. Hal ini dapat dilihat dengan kecilnya angke koefisien
variabel dana perimbangan yaitu hanya sebesar 5.58¢-07 artinya setiap kenaikan satu
juta Rupiak dalam angparan perimbangan dacrah maka hanyz akan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi sehesar  5.58¢-07 persen. Diengan demikian hal ini dapat
menjadi indikasi bahwa kemungkinan besar penggunaan dana perimbangan belum
secara efekdf dilakukan oleh pemerintah daerah. Sclain #u, ketimpangan dalam hal
penerimaan dana perimbangan antar dacreh masih seringkall terjadi. Daerah yang
kaya skan menjadi semakin kaya dengan besamya dans perimbangan yang diterima
terutama dari bagi hasil kekayaan alam yang dimilikinya. Sebaliknya, daerah yang
miskin akan semakin sengsara karena sumber ~ sumber penerimaan daerah yang
dimiliki sangat terbatas, selagin fu jupa tidak memiliki kekaysan alam sehingga
jumiah dana perimbangan yang diterimanya juga sedikit.
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Faktor penyebabnya yang lain adaiah ketidaksiapan daerah dalam menerima
wewenang dan fanggung jawab yang begitu besar dimana sebelumnya belum pernsgh
ditakukan sama sckali. Batas kewenangan yang belum jelas antara pemerintah pusat
dan dacrah semakin mendukung hal tersebut. Meskipun dans perimbangen yang
diterima dacrab cukup besar, kelelussean daerah dalam penggunaannya masih sangat
terbatas dan masih banyak diatur oleh pemerintah pusat. D sisi lain, dengan besamya
dang perimbangan yang diterima, sebagian besar daerah justru bingung dan kurang
mengerti kemana dana tersebut harus dialokasikan. Selain itu, kurangnya prioritas
dalam pensntuan alokast anggaran vang dilakukan pemeriniah  daersh  juga
menyehabkan pengeluaran snggaran yang dilakukan tidak efektif. Mental korupsi
masih selalu menjadi masalah klasik vang membayangi pelaksanaan pembangunan
di Indonesia sehingga tidak menghersnkan meskipun dana perimbangan yang
diterima daerah cukup besar, fetapi dengan adanya faktor — faktor tersebu(
peranannya menjadi sangat kecil bahkan cenderung tidak dapat dirasskan dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalul pembangunan untuk  memacu
pertunbukan ekonomi.

Dari hasil regresi di atas juga diketahui bahiwa termyata komposist enam paria
besar di karsi DPRD tingkat 11 yang merefleksikan pilihan politik masyarakat untuk
mewakili aspirasinya, tidak ada sate pun yang memiliki dampak signifikan terhadap
pertumbuban ekonomi. Hal ini dapat dipahami bahwa pelaksanasn pembangunsn
daerah lebih merupakan tugas dari fungsi eksckutif dalam pemeriniabian dan bukan
secara langsung merupakan tugas utama dari anggota dewan schagai pelaksana fungsi
legislatif. Sehingga meskipun  eksekusi suatu  kebijakan harus  mendapatkan
persstujuan dari anggota dewan sebagai legislator dserab, keberhasilan dalam
pelaksanaannya lebih tergantung kepada kemamipuan dan kapasitas dari aparatur
daerzh dalam bal ini bupati atau walikota sebagai pemimpin daerah {ersebut beseria
perangkainya serta tentunya harus menyertakan partisipasi masyarakat sebagai
pendukungnya.
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4.4.2 Analisis Pablic Choice dalam Penentuan Besaraya Alokasi Anggaran
Pendidilan dao Non Pendidikan di Daerah Tingkat 11

Puada bagian ini akan lebih dibahas megenai bagaimana peranan partaf politik
yang duduk & kursi DPRID tingkat 1 dapat mempengaruhi besamya alokasi angparan
yang akan dilakukan oleh pemeriniah dacrah, Dari model kedua diketahul bahwa
variabel pertama yang signifikan adalah variabel dana perimbangan yang memiliki
koefisien positif ssbesar 4.537¢-07. Artinya jika dana perimbangan vang diterima oleh
daerah meningkat sebesar satu juta Rupiah maka akan berpengaruh dalam peranan
anggaran pendidikan pemerintah daerah melalui besarnya rasio anggaran pendidikar
dan non pendidikan scbesar 4.57¢-07. Kecilnya angka terschut menunjukkan bahwa
peranan dana perimbangan terhadap penentuan besamyas enggaran pendidikan
ternyata sangat kecil sekali, Hal ini gejalan denpan analisis sebeluminya yaity bahwa
pengeluaran publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah belum dilakukan secarn
efektif. Kecilnya porsi anggaran yang ditujukan untuk pembangunan scktor
pendidikan juga menjadi faktor penycbab yang lain. Daerah lebih berkonsentrasi pada
pembangunan yang bertujuan untuk sarana yang berstfat fisik dan kurang melakukan
prioritas dalam mefakukan usaba untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
schagai penggerak pembangunan, yang salah satunya adaleh melalui sskior
pendidikan.

Selanjutnya, dari enam partai besar yang menduduki kersi dewan hanya zda
empat partai yang memberikan suara signifikan dalam pensntuan anggaran dacrah
yaitu Golkar, PKB, PX dan PPP. Untuk partai Golkar koefisien sebesar 0.2160935
berarti bahwa jika komposisi anggota DPRD tingkat [ dari partai Golkar beriambsh
satu kursi maks akan berpengarub positif terhadap pensntuan anggaran pendidikan
daerah sebesar 0.2160935. Hal ini depat dimaklumi mengingat partai Golkar
merupakan salah satu partai terbesar yang telah berdiri mengiringi perjuangan bangsa
sejak awal yaitu pada tahun 1964. Pengaruh Golkar terass semakin kuat seiak orde
hary yang dipimpin oleh Sochario dimana Partai tersebut selalu menjadi pemenang

tunggal sejak Pemilu pada tahun 1977 hingga pemilu 1992, Meskipun Indonesia telah
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memasuki era reformasi, tefapi penparvh partad Golkar masih cukup kuat di kalangan
masyarakat dan Partal tersebut tetap menjadi salah satue Partal besar sampai saat ini.
Dengan perolehan suara yang cukup signifikan di berbagat daerah, secara otomatis
maka perolehan kursi di DPRD tingkat I juga cukup besar sehingga pengaruh Golkar
dalasm: melskukan nogosiasi kebijakan dengan pemerintah masih cukup kuat
dirasakan,

Partai kedua yang juga berpengamuh positif dan gignifikan gdalah Partai
Keadilan dengan nilai koefisien sebesar (0,.5788176. Partai ini sudah berdini sejak Jub
1998 dan meskipun partai baru, pada pernilu 1999 Partai Keadilan berhasil meraih
total suara sebesar 1,4 juta suarz yang kemudisn membawa Partat tersebut menduduki
7 kursi di DPR, 26 kursi DPRD tingkat Propinsi dan 163 kursi DPRD di
Kota/Kabupaten,

Pengaruh positif yang diberikan oleh kedua partai terscbut dimungkinkan
karena preferensi dari kedua pariai terhadap kebijskan publik khususnya techadap
sektor pendidikan memang merupakan kebijakan yang pro pendidikan dan sejalan
dengan komitraen vang ingin diwujudkan yvaitu membangun sektor pendidikan, sidak
hanya secara fisik tetapi juga dapat mendukung pembangunan sumber daya manusia
¢i Indonegia. Golkar yang sudah lama berkussa scjak awal banyak mengusung
kebjjakan — kebijjakan popular di bidang pendidikan, antara {ain program wajib
belajar Sembilan tahun, Sedangkan Partai Keadilan yang notabene merupakan partad
baru fuga cukup responsif. Hal ind dapat dilihat dengan kebadiran Partai Keadilan
yang sering memberikan bantuan ketika ade bencana dan pemberian bantuan di
tengah bencana tersehut salah satunya juga bertujuan untuk memperbaiki sarana
pendidikan dan membantu penyediaan kembali fasilitas penunjang pendidikan seperti
buku peigjaran dan sebagainya.

Partai berikutnys adalah Partai Kebéagkitan Bangss { PKB ) dan Partai
Persatuan Pembangunan ( PPP ). Meskipun signifikan akan tetapi tanda koefisien dari
kedua partai tersebut bernilai negatif yaitu sebesar <0.1423517 untuk PKB dun ~
0.1301935 untuk PPP. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa meskipun kedua
partai tersebut juga pro terhadap pendidikan tetapi preferensi program dan kebijakan
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yang diusung oleh kedua partai tersebut justru kontraprodukitif sehingga memberikan
dampak yang negative. Seperti kita lihat misalnya pada zaman pemerintahan Gus Dur
lebih banyak membuat kebijakan hari Iibur untuk anak sekalah dalarn rangka bulan
Ramadhan selama 1 bulan penuh. Hal ini tentunya akan membuat para siswa tidak
produktif dan ketinggaian mata pelfajaran yang harus disclesaikan menurut kurikulum
yang ada. Kemudian PPP merupakan salah satu partai tertua yang berdiri di Indonesia
yaity telah berdiri sejak zaman perjuangan Indonesia. Partai bechaluan islam ini
anggota kadernya lebih banyak terdivi dari para kyai yang pada umumnya sudah
cukup berumur dimana pemikirannya cenderung terkesan feodal dan tidak mengikuti
perkembangan yang ada. Tidak adanya pembaharuan yang berarti dan tidak adanya
regenerasi kader yang progresif merupakan faktor yang menjadi penyebab kurang
“update’nys pemikiran yang divsung oleh partai tersebut.

Ternyata perbadaan kabupsten/kola yang terletak di Pulau Jawa dan di fuar
Jawa juga memberikan perbedaan yang signifikan terhadap besarnya anggaran
pendidikan yang dikeluarkan. Dari hasil regresi diketahui bshwa temyata
kabupaten/kota vang terletak di Pulay Jawa mengalokasikan dana yang lebih besar ke
sektor pendidikan daripada kabupaten/kota yang terletak di luar Pulauy Jawa yaitu
dengan angka koefisien sebesar 3,684616°, Lebih padatnya jumlah penduduk di Pulau
Jawa dapat menjadi salahy satu faktor penyebabnya. Selain i, secara umum
kesadaran mengenai pentingnya pendidikan di Pulau Jawa juga lebih tinggi
dishanding luar Pulau Jawa. Dari segt sarana dan prasarana pendidikan, Pulau Jawa
juga memiliki nilai yang lebih unggul dibanding daerah fainnya, Dart segi muty,
scbagian besar sekolah mavpun perpuruan finggs yang berkualitfas terdapat di Pulan
Jaws sehingga dacrah ~ daerah di Pulan Jawa seringkati menfadi daerah tejuan untuk
menuntut ilron dari berbagal pelosok Indonesia. Hal tersebut tentunya juga
membutuhkan anggaran dalam jumlah yang cukup besar yang harus dialokasikan
untuk bidang pendidikan schingga kefersediaan berbagal sarana dan fasilitas yang
mendukung pembangunan pendidikan dapat tercukupi.

* Dipernteh dari poenjumishun konstanta desgan koefisien dummgy untak jawa adaieh ~ 1 sehingpa
diperoieh hesil sebesar { 0162623 4+ 0.581993 )
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Selain itu, perbedaan kekayaan alam yang dimiliki oleh suatu daerah juga
menimbulkan perbedaan dalam pengalokasian anggaran pendidikan yang dilakokan
oleh pemerintah daerah, Hal ini terlihat dengan signifikannya variabel dummy yang
menjelaskan perbedaan tersebut dan untuk daerah yang memiliki kekayaan alam
besarmnya koefisien adalab 0.626206°. Keadaan inl tentunya bukan merupakan suatu
kejutar, mengingat daerah yang memiliki kekaysan alam cenderung memiliki
penerimaan daerah yang relatif lebih besar dibanding daerah yang fidak memiliki
kekayaan alam. Dengan demikian maka daersh tersebut lebib memiliki keleluasaan
dalam melakukan kebijakan fiskalnya dan dengan jumlsh penerimaan daerah yang
cukup besar maka alokasi vang ditujukan untuk pembangunan sektor pendidikan juga
dapat lebih besar.

® Diperoieh dengan cara yang sama seporti sebelumnys
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PERUTUP

Dalam bab ini akan disajikan kesimpulan berdasarkan hasil empiris dari
penelitian yang dilakukan dan bagimana implikasi kebijakannya serta akan
memberikan saran sebagi rekomendasi. Pada bagian berikutnya akan dissmpaikan
keterbatasan studi dari penslitisn ini dan kemungkinan untuk mengadakan

penelitian yang lebih lanjut untuk dapat menyempurnakannya.

5.1 Kesimpulan

Setelah terjadinya desentralisasi, desentralisasi pendidikan juga telah
menjacdi salah satu wacans yang banyak disoroti oleh publik. Pemerintab pun
berusaha membuktikan komitmennya dengan membuat Konstitusi yang mengatakan
bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan setidaknya 20% dad
APBN/APBD, Akan tetapi, pelimpahan wewenang yang diberikan kepada
pemerintah daerah dalam hal ini bupati/walikota cenderung disalah artikan. Rentang
birokrast bukan menjadi semskin sederhana akan tetapi justry menjadi semakin
rumit. Banyak daerah mengklaim telah mengalokasikan snggaran pendidikan
sebesar 20% dam APBD, akan tetapi dalam kenyawmannya kompenen yang
seharusnya dihitung sebagai bagian dari pengeluaran mutin terut dimasukken di
dalamnya.

Hasil penelitian empiris yang dilakukan pada penelitian ini memperlihatkan
bahwa indikasi terjadinya crowding owt ¢ffect dalam kebijakan anggaran yang
dilakukan pada level pemerintah daerah tingkat [1 (erjudi di Indonesia. Variabei
rasio anggaran pendidikan dan non pendidikan secara signifikan dan memiliki nilai
koefisien yang negatif terhadap perfumbuban ekonomi membuktikan bshwa
crowding owd tersebut memang terjadi., Ketidakkonsistenan pemerintah deerah
dalam melakukan kebijakan anggaran dan kurang tanggapnya pemerintsh dacrah
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dalam melakukan prioritas angearan sesuai kebutuhan masysrakat lokal menjadi
salah fakior penyebabnya.

Kecilnya pengaruh dana perimbangan dafam pedumbuhan ekonomi juga
menunjukkan bahwa penggunaan dana perimbangan dalam kenyataaonyz belum
secara  efektif dimanfaatkan oleh pemerintah  dacrah  untuk  membiayai
pembangunan, Ketimpangan penerimaan dana perimbangan yang diterima oleh
dagrah juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan dana perimbangan
tersebut tidak memberikan koniribusi yang berarti dalam mendorong pertumbuhan
ekonomi daerah, akibatnya gap antara dacrah miskin dan daerah kaya juga semkain
lebar terbentang. Masalzh korupsi juga merupakan salah satu hambatan yang tidak
dapat dipisahkan.

Peiaksanaan pembangunan yang lebih bergantung pada kemaropuan dan
kapasitas pemimpin dacrah dan perangkainya  scbagai pibak yang iangsung
mengimplemantasikan hasil kebijakan, membuat peran anggota dewan vang duduk
di kursi DPRD tingkat 11 yang diwakili oleh sram partai beswr menjadi tidak
signifikan, Hal ini dapat dilihat dari tidak signifikannys variabel enam partai besar
dalam hasit regresi. DPRD hanya memiliki fungsi legislatif yaitu hanya sebagai
perencana dan pengambil keputusan mengenai langkab — langksh kebiiskan yang
harus dilaksanakan oleh fungsi eksekutif dalam hal ini adalah pemerintah daerah.

Pada model yang kedua juga diperoleh hasil yang konsisten dengan hasil
pada model pertama yaitu babwa ternyata pengaruh variabel dana perimbangan
terhiadap besarnya penentuan anggaran pendidikan juga memiliki angka yang sangat
keeil meskipun signifikan. Lebih banyaknya alokasi anggaran yang dilakukan untuk
“mempercantik “ daerah secara fisik {anpa diikuti dengan pembangunan sumber
daya manusianya berdampak pada keciinya pengarvh variabel terssbut terhadap
anggaran pendidikan.

Signifikannya pengaruh pariai Golkar agaknya memmjukkan bahwa partal in
masth memiliki jumlah peadukung yang kuat. Perolehan suara yang cukup signifikan
di berbagat daceah membuat kursi dewan tidak pernsh absen dari partai Golkar
sehingga dalar pengambilan keputusan pun partal ini memiliki pengarch yang cukup
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kuat. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh Partai Keadilan. Pengaruh positif yang
diberikan keduanya agaknya menunjukkan bahwa preferensi dari kedua partai
tersebut memang pro terhadap pendidikan yang ditunjukkan dengan berbagai
kebizakan yang diambil.

Dua partai yang berhalauan Islam yaitu PPP dan PKB meskipun memberikan
pengaruh yang signifikan akan tetapi keduanya memiliki koefisien yang negatif. Hal
ini dimungkinkan bahwa ternyats meskipun kedua partai tersebut pro pendidikan
akan fetapi preferenst yang ditunjukkan oleh keduanys dalam mengusung kebijakan
pendidikan justru membawa dampak vang kontraproduktif dalam  mendukung
pembangunan peadidikan.

Selanjutnys ternvata juga dikstahui bahwa kabupaten/kota yang terletak di
Pulae Jewa mengalokasikan anggaran  pendidikan lebih  tinggt dadpada
kabupaten/kota di luar Pulau Jawa. Padatnya jutsleh penduduk yang disertai dengan
kesadaran tentang pentingnya arti pendidikan, serda sarana dan prasarana yang
menunjang juga relatif ichih banyak {erdapat di Pulau Jawa, untuk itu pula diperlukan
anggaran dalam jumlah yang lebih besar daism mewujudkan hal ersebut.

Daerah yang memiliki kekaysan alam tentunya akan memiliki penerimaan
vang cenderung lebih besar karena jugs menerima bagi kasil dari kekayaan alam yang
dimilikinya. Dengan penerimaan vyang lebih besar maka kesempatan ontuk
melakukan pengetuaran publik vang lebih besar juga memungkinkan. Hal inflah yang
mendukung hasil penelitian ini yaitu meagapa daerah yang memiliki kekayaan alam

memitiki angka vang lebih besar daripada daerah yang tidak memiliki kekayaan alam.

52  Tmplikasi Kebijakan

Berdasarkan kesitmpuylan dari hasil analisis maka implikasi kebijakannya
adalah bzhwa dalam jangka pendek partai — partai politik harus memilih antara dua
pitihan prioritas yaite memilih apakah akan pro pendidikan atau pro terhadap
pertumnbuban ( ada frade off ). Jika lebih memilib untuk pro terhadap pendidikan
maka partai terscbui haras menghadapt resiko rendzhnya tingkat pertumbuhan
ekonomi. Hal ini dapat memiliki 2 dampak yaitu akan meningkatkan perclehan
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suarenya di masa mendatang karena masyarakat Iebih memilik natknya anggaran
pendidikan atau sebaliknya justru mengurangi perplehan suara karena schagian tidak
menyukai turunnya pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya jika partai memilih untuk pro
terhadap periumbuhan maka di sisi lain anggaran pendidikan juga dikurangi karena
lebih banyak alokasi ke sektor vang mengarah pada pertwmbuban ekenomi. Hal ini
pun dapat memilikt damipak yang sama. Oleh karena i, diliarapkan pats penguasa
vang diwakili oleh kader partai politik dapat memilibh kebijskan yang dapal
menyeimbangkan antars pembangunan ekonomi dengan pembangunan manusia
melalui sektor pendidikan.

5.3  Saran das Rekomendast

Berdasarkan hasii penclitian dan kesimpulan yang telah ditarik di atas, maka
penulis ingin memberikan sedikit saran dan rekomendasi kepada parz pembuat
kebijakan antuk mengambi! langkah — langkah scbagat berikut :

Pertama, mau tak mau pemerintah dacrah harus lebth efision dan efekiif
dalam melakukan pengeluaran publiknya. Melakukan priorotas anggaran merupakan
salah satu fangkah wajib yang harws diambil oleh pemerintah dacrah mengingat
keterbatasan dana dan sumber daya yang dimiliki oich daerah.

Kedua, penyederhanaan birokrasi juga harug dilakukan untuk melakukan
efisiensi di dalam rentang pewmerintahan daerah, meningkatkan fungsi transpavansi
serta partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran pemerintah
daerab untuk menpurangi terjadinya penyimpangan - penyimpangan seperti misalnya
korupsi. Penting untuk digarisbawahi bahwa alokasi anggaran yang tepat dan
dilaksanakan deagan penuh disiplin merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam
mencapal sasaran peinbangunasn,

Kefiga, pemerintah pusat juga harus bersikap lebih adil dan meratz dalam
mengealokasikan dana perimbangan ke daerah - daerah. Proporsiny2 juga harus
seimbang dan gesual dengan kebutuhan dacrah yang bersangkutan agar tidak terjadi
kekurangan maupun kelebihan pengalokasian dana, sehingps ketimpangan antar
daerah dapat diminimalisir.
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Keempat, Partai politik sebagai simbol perwakilan aspirasi masyarakat harus
lebih peka terhadap kebutuhan rakyatnya akan penyediaan barang publik yang lebih
baik dan berkualitas khususnya di bidang pendidikan. Selain itu juga harus
mengambil fangkah kebijakan yang tidak hanya mementingkan pertumbuhan tetapi
juga mementingkan pembangunan manusia. Mereka harus menjaga integritasnya
dengan melaksanakan amanat rakyat secara sunggub — sungguh dan bukan bekerja
untuk kepentingan pribadi atau parfainya masing — masing.

Kelima, pemeratasn pendidikan beserta fasilitas penunjangnya juga harus
dilakukan olch pemerintah zpar kesenjangan dalam kesempatan memperoleh
pendidikan maupun dalam menikmati hasil ~ hasil pembangunan dapat dirasekan di
semua dasrah di seluruh nusantara tanpa terkecuali.

S.4  Keterbatasan Studi

Dalam penelitian inl masik banyak ditemui keterbalasan dalam melakukan
studi, di antaranya keterbatasan ketersediaan date menjadi masalah utama.

Yang pertama adalah model vang dikembangkan merupakan model jangka
pendek schingga dalam jangka wakiu (ersebut terjadt irade off untuk partai memilih
apakah pro terhadap pertombuhan atau pro iterhadap pendidiken. Untuk itu perlu
dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengermbangkan model jangka panjang
sehingga hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pendidikan dapat diperoleh
hasil yang positif.

Munculnya kabupatenskota baru yang memisahkan dirl membuat jumiah
observasi menjadi lebih banyak, akan letapi data yang tersedia untuk kabupaten/kota
baru tersebut sebagian hesar belum ada, sehinggs ada beberapa kabupaten yang
terpaksa harus di’agregasikan’ ke kabupaten/kota induknya.

Selain itu, data anggaran yang diguoakan adaleh mengpunskan initial year
tahun 2001 karena tahun terscbut merupskan gwal pelaksansan desentralisasi,
sedangken pengaruhnya hanya dilihat sampai tahun 2005 mengingat keterbatasan
waktu dan data yang ada. Yariabel partai yang digunakan hanyz mewakili enam
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partai besar dan belum memasukkan pariai — partai lain yeng mungkin juga
memberikan pengaruh dalam penentuan anggaran pendidikan di daerah.

Penelitian juga ini henya melihat pengaruh anggaran pendidikan dan non
pendidikan secara agregat yang merupakan penjumlahan dari masing — masing sekior
vang termasuk komponen di dalamnya schingga pengaruh masing — masing sektor
tidak terlihat.

Terlepas dari segala kekurangan dalam penelitian ini, penulis berharap tesis ini
dapat menjadi 1ambahan wacana dalam tkonomi publik dan menjadi referensi bagi
penclitian — penelitian selanjutnya schingga dapat dilakukan penelitian yang lebikh
baik dengan menggunakan data yang lebih lengkap.
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MODEL 1

Random-effects
aroup variable

within
betuwean
overall

R-843

Rardom effects
carr{y i, X)

LAMPIRAN 1

GLS regression

(i): kab

8.8877
8.8268
8.8113

oo

v i ~ Gaussian
= @ {(assumed)

sumber of obs
Humber of grouns

Obs per group: min

avg
max

wald chi2(8)
Prob > chi2

"
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MODEL 2

flandom-effects

Group variable

R-5¢: within
hetweer
overall

fandom effects

core{u i

: %)

Number of obs
Number of groups

Obs per group: min

avg
: 2 7.4

Wald chi2(9)

0.0000

R et

pkead

d

e e s e e e

pkb
ilan
PP
jawa
dsda
cons

LAMPIRAN 2
GL: regression
(i): kab
= §,0423
= §&,0264
= 8,8332
u i ~ Gaussian
= @ {assumed)

Coef. Std. Err. z
£.57¢-87  1.99e-87 2.38
L23B8935 8466671 4.63

<. A18478%  .B355173 ~§,51

- AIGRETS  .@ITIES5) -@.27
» 1423517 -068228 2,89
JS788176 1415378 4.89
391635 .e7626%2 1.71
LO5R1993  Blesadl 3.53
LOR23583 Q1385867 4.08
3826232 .g155486 5.25

12637168

08199391

JTA37080

Prob > chi2

prizl

g.0832 8.47e-8%
2,080 1246276
g.6687 ~. 0888751
8,788 -.1733236
9.a37 276976
g.900 . 3814886
¢.088 276708
.988 LR250202
8.806 326568452
8.680 . 0643887
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LAMPIRAN 3
UJI HAUSMAN
---- Coefficients ----
i (b) {(B) (b-B) sqrt(diag(v_b-v_B))
| fixed random Difference S.E.
_____________ +________________________________________________________________
educ I -.5765741 -2.528526 1.951952 2.976169
blc | 8.5%¢-87 5.58e-07 3.91e-07 1.96e-@7
golkar | -1.118287 1.782233 -2.98052 7.87984%9
pdip | -.3789997 3.665215 -4,844215 4,.858122
pan | 3.472646 6.466554 -2.993908 19.668567
pkb | -1.189325 4005838 -1.589909 10.65852
pkeadilan | 15.51366 9.11588 6.49778 17.10951
ppp | 2.529646  -2.325878 4.855524 11.43795

b = consistent under Ho and Ha; cbtained from xtreg
B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

Test: Ho: difference in coefficients not systematic

chi2(7) = (b-B)'[(V_b-V_B)*(-1)}]1(b-B)
= 1.69
Prob>chi2 = ®.9750

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects:
growth[i,t] = Xb + ufi] + e[i,t]

Estimated results:

| var sd = sqrt(var)
————————— L e R ]

growth | 113.ee17 109.63023

e | 111.2627 ie.54811

u | 1.489297 1.187138

Test: Var{u) =@
chi2(1) = 8.78
Prob > chiz = 8.3761
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LAMPTRAN 4

KORELASI ANTAR VARIABEL

e T T N R

pkeadilan
ppp

M A e ke ek R R G W L Ak M5 mp M R M e e e bk e HE WL RH HB L L Um ma mm ek e W e e e e R B AL LA L me e o
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2.e33%
8.0153
8.9235

-0.0053

SUMMARY STATISTIK

variable }

wwwwwwwwwwwww

o e e e W e

ppp
Glawa
dsds

1.9900
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€.8989
~5,8511
~§, 0207
~§.0972
6.1029
~9.8971

Mean

i.g02¢
-g.1226
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o.8685
8.e81a
9.2481

i.eg80
~8, 2886
-0, 2326
-9, 2098
-, 1231
~8. 0847

Std. Dev.

1.8880
~8.1843
8.1164
-9.e866
~-8,.1737

1.0006
&.0067
@.1851
9,32392

————————————————————————————————————————————————————————

169.8101
3
3.592762
1572238
1961837

97.35124
1.414635
14, 81886
L 1523563
1458423

ia7.8361
1.37
3.700+07

T AR TR TR T T B ML m ol ke e A S S B R T T Y T B MR e e e M M W N R e
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2238357
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L AMPIRAN S
HETEROSKEDATICITY TEST
REGRESS
Source | 55 ét Ms Number of obs ~ 1666
”””””””””””” B et et bt F( 2, 1663) o 906‘4‘
Model | 2168.7107 2 16884.35535 Prob > F w @001
Residual | 186966,346 1663 112,427147 R-squared = @,8115
~~~~~~~~~~~~~ A e e A R-squared = €.,6183
Total | 189135.056 1665 113.594528 ROOY MSE = 18,6@3
growth Coef., Std. Erp t Psft] [95% Conf. Intervall

st s i ot o e e s sin e o s i mm i mm A4 A MM B R S B e o mm e e mm T e e e mm T rm e T e v ek R e e S W B MR WA W AW e e S D e e e e

|
.‘..

educ | -1.351561  .4932637  -2.74 B.846 ~2.318844 - ,3B49774
|  6.85e-87 1.72e-97 i.5a 9.600 2. 57e-87 9.442-97
! . 882941 .675158 1.46 8,146 -, 3413081 2.38719

R M M AL L A AL L L UL LI L LA AL R im mR mA RA e MR AR e N P EE B T A mm o rmr T TE T T e vk whk v sk i i i e W WA MG W W M e S

HETERG

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity
Ho: {onstant variance
Variasbles: fitted values of growth

chiz{i) =  58.46
Prob > chiZ = ©.0088
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Sources

-t e e e

Model
Residual

______________________________

9 A.278R5061

38. 5896555
413, 988583

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Humber of obs
F{ 8, 1658)
Prob » F
R~sguared

Ady R-squared
Root MSE

= Pt
= 1iB.72
= §,8008
= B.8R11
= $,.8783
= .58%94

e e W M A ML M b M s e Wi v v W W T b e e s e i ik T W W W W UM LA Bl b b ke e s i e s e B BE B MR W B B M S MK MM e el s e e me e AL BN ER E MR W W

e wm mm

blance
golkar
pdip

pan

pkh
pkeadilan
PR

dizua
tsda
_cons

~$.65¢-88
. 287686
-+ 3989149
-, 2863606
~1. 487785
24.412282
. 1378536
. 2489214
1883613
~1.843864

1656 2554978813
1665 277723867
Std. Eprr. t
£.92-85 ~%.88
11735248 1.77
L1151958 «3,62
. 2484814 -1.1%
. 19388585 “7.,29
LAY00066 4,92
« 2122049 P.65
LE345795 7.20

JB43386 4.7%
LA5688722  -$8.58

~2,72a-88
-, BZ25884
«, 65158528
« . 7978833
-3 . 786512
1.451185
- 2783646
ABi1e572

117187
~1.451844

A M et ek HL W I R AT MO MR AN N S U 3R M B EE MR W e s o e i e b W Ak el e B EE 3 wn wr wr e e we mom RR R

4378884
- ABET768
1851623
-1.029878
3.37338
» BSARTEY
3162456
2735356
~. 9318844

M M e e W W LW TR TR W R S A WS L A M Al ek T e e T T T A A 4 M A AR B TR B I . L T MR RS A A S S T B W W Fm e o m AR R R

Bireusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity
Ho: Congtant variance
Vardiables: fitted values of sduc

chi2 {1}

(LI

2.7

Prob » chil 8,8608
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LAMPIRAN 6
Endogenity Test

v {25LS) astimation

i mm m WEOWA MG e S L e e

Estimates efficient for homoskedasticity only
Statistics consistent for homoskedasticity only

Number of obs = 1675
F( 8, 16688) = 2.18
Prab > F =  2.0326
Total {(centered} 55 = 189164, 8358 Centered RZ = 9.8635
Total (uncentered) 8% = 218661.4377 uncentered R2 = 8.1852
Residual SS = 38§494.8299 Root MSE = 18.61
growth | coef, Std. Ere. z  mizi [95% Conf. Intervall
~~~~~~~~~~~~~ G W e e s s W WA A S S 0t S A A R e T o W W M S e i W e e
educ | 3.698444 1442022 .25 9.80¢ ~ 24, 95005 32.35354
blc | 5.37e-@7 1.780-07 3.8 9.9003 1.870-07 8. R7e-67
goikar | 3.162874 2.311728 .41 ©.679 %, 348812 §.67376
pdip | 3.se6892 2.35853 1.66  @.696¢ - 7681514  B.51375¢
pan | 6.84@9B7 4.935728 1.39 5.386 ~2.832863 16.51484
pkb | 1.457975  4.242344 9.34 B8.731 -6. 856867 9.772816
pkeadilan | 4.738588  14,36077 8.33 6.741 ~23, 40881 32.88518
ppp | ~1.978164 4.393e€1 -8.45 B.652 ~16.%8826  6.6319%9
_tons ! + 2315895 2.5347894 6.34 0.388 -4, 270198 4.933377
Underidentification test {Anderson ¢anun. corr. 1¥ siatistic): &.8351
Chi-sg(2) Pval = 0.8873
weak identification test {Crage-Donald Wald F statistic): 4,925
Stock-Yogo weak ID test criticsl values: 18X maximal IV size 19.93
15% maximal IV size 11.59
16% maximal IV size 8.75
25% maximal IV size 7.25

Source: Stock-Yogo {(2@6%). Reproduced by permission.
Sargan statistic (overidentification test of all instruments): 3.053
Chi-sg{1} F-val = 4.8883

Instrumsented; gduc

Included instruments: £l golkar pdip pan pkb pkeadilan ppp
Excluded instruments: diswe dsda
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Tests of endogeneity of: educ
HO: Regressor is exogenous

Wu-Hausman F test: 0.18551 F{1,1665) P-value = 0.66674

Durbin-Wu-Hausman chi-sq test:  0.18660 Chi-sq(1) P-value = 0.66576
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